TESIS

OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MELINDUNGI LAHAN KANGKUNG LOMBOK BERINDIKASI
GEOGRAFIS DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Z
O
O
Z
m
0
>

Oleh :
Nama Mahasiswa : INDAH TRI KUSUMA NINGRUM
NIM : 23912017
BKU : HUKUM BISNIS

PROGRAM STUDI PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025



HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MELINDUNGI LAHAN KANGKUNG LOMBOK BERINDIKASI
GEOGRAFIS DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Oleh:
Nama Mahasiswa : Indah Tri Kusuma Ningrum
NIM : 23912017
BKU : Hukum Bisnis

Pembimbing,

Prof. Dra. Sri Warti

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.



11.28 s

< YouTube we s

"« Prof. Sri Wartini B R

A LC I PIUI- [} |ayu Mkl oviiivuul |yu

sudah saya kasih halaman prof_
11.25 W/

Final THESIS_Indah Tri

Kusuma Ningrum _4 OC...
124 pages - 375 KB - docx

11.26 W/

Wa'alaikumsalam. Wr. Wb. Mungkin
besuk ya.Hari ini lagi ngajar. 1, 59

Baik prof Jl, 1221

Today

Assalamu'alaikum. Wr. Wb. Ya mvaj
sudah saya ACC.Tolong di upload
huga di Sita naskah finalnya.
Silahkan Daftar Ujian

Pendadaran. Wss.Wr.Whb. 08.12

Wa'alaikumsalam wr.wb.

Baik prof, saya segera daftar ujian
pendadaran. Mohon di ACC juga
untuk yg di SITA prof, agar bisa
upload naskah finalnya_ |,

Terimakasih banyak prof_ |,
09.41 W/

+ C ©@ O




Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Kangkung Lombok
Khas Nusa Tenggara Barat oleh Pemerintah Daerah

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 30 Oktober 2025

Yogyakarta, 30 Oktober 2025
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Sri Wartini, Prof., Dra., S.H.,
M.Hum., Ph.D.,



Tim Penguji

1.

?’ =) :
L ! D w A ¢ W
M.\ B3~ i

Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Kangkung Lombok
Khas Nusa Tenggara Barat oleh Pemerintah Daerah

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 30 Oktober 2025

Ketua Sri Wartini, Prof., Dra., S.H., M.Hum.,
PhD.,

Anggota Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H.,
M.Hum.,

Anggota Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LLM.,
M.Hum., Ph.D.,

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
_ Dekan,

Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

Tanda Tangan



HALAMAN MOTTO

“Work until you don’t have to introduce yourself”



PERNYATAAN ORISINALITAS

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Hukum Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Indah Tri Kusuma Ningrum
Nim :23912017

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
yang telah melakukan menuliskan karya tulis ilmiah (tugas akhir) berupa tesis berjudul:

“OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI LAHAN
KANGKUNG LOMBOK BERINDIKASI GEOGRAFIS DEMI KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT”

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang di
selenggarakan Oleh Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Ull. Sehubungan dengan hal
tersebut, dengan ini saya menyatakan

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini Adalah benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan
nya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya
tulisan ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini Adalah benar benar asli (orisinal) bebas
dari unsur-unsur yang dapat di kategorikan sebagai perbuatan menjimplak karya ilmiah
(plagiasi).

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ada pada saya, namun demi
kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik, dan perkembangan nya, saya
memberi kewenangan kepada perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia
untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya. Berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan 2) saya
sanggup menerima sanksi baik administrasi, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti
secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan
tersebut.

Demikian surat pernyatan ini saya buat dengan sebenar-benamya dalam keadaan sehat jasmani
dan Rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan olch siapapun.

Vaovakarta, 7 Oktober 2025

Indah Tri Kusuma Ningrum

Vi



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta’ala atas

segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

tesis yang berjudul: OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH

DALAM MELINDUNGI LAHAN KANGKUNG LOMBOK BERINDIKASI

GEOGRAFIS DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

Penulis mengakui bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak

kekurangan dalam hal teori, analisis, dan sistematika, untuk itu penulis

mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan tesis ini.

Penulisan tesis ini tidak lepas dari peran dan bantuan dari berbagai pihak. Baik sejak

proses penelitian hingga penyusunan tesis. Karenanya, penulis ingin

menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam- dalamnya kepada pihak-pihak yang

telah membantu dalam kelancaran penulisan tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas

Islam Indonesia yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk

menimba ilmu di kampus Universitas Islam Indonesia;

Vii



. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum

Magister Hukum Universitas Islam Indonesia; Terimakasih atas bimbingan,

dukungan dan masukan selama proses pembuatan karya ini;

. Ibu Prof. Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D., selaku pembimbing penulisan

tesis. Terimakasih atas bimbingan, dukungan dan masukan selama proses

pembuatan karya ini;

Seluruh Pengajar pada program magister ilmu hukum khususnya BKU

Hukum Bisnis Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;

. Orang tua saya, Bapak Suradi dan Ibu Setiawati, yang selalu memberikan

dukungan dan semangat tanpa henti, baik secara moril maupun materil

selama menjalani pendidikan ini hingga selesai;

. Abang-abang dan kakak-kakak ipar saya, Bang Agus, Mbak Weni, Mas

Tomo, dan Kak Uyus yang juga tidak pernah berhenti memberikan

memberikan dukungan dan semangat untuk adik bungsunya selama

menjalani pendidikan ini hingga selesai;

. Aditya Pratama, S,H., yang sudah banyak membantu dan memberi

semangat, serta menemani selama menjalani pendidikan ini hingga selesai;

viii



8. Teman-teman Magister Hukum UII angkatan 51 secara keseluruhan, dan
secara khusus Dana Rahmantika, Rafel Putra Mulia, Sultan Zora Fernanda,

Azriel Ghiffari, dan Alfis Wahyudi.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
disebutkan sebelumnya, serta kepada semua pihak lain yang turut memberikan
bantuan dalam proses penulisan tesis ini namun tidak sempat disebutkan satu per
satu. Semoga segala bentuk bantuan tersebut mendapatkan balasan yang terbaik
dari Allah SWT. Penulis berharap, karya ilmiah yang sederhana ini dapat
memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, serta menjadi referensi
tambahan bagi penelitian- penelitian di masa mendatang yang berkaitan dengan
tema Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Indikasi Geografis. Penulis menyadari
bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang

bersifat membangun dari para pembaca yang budiman sangat penulis harapkan.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ..ottt 1
HALAMAN PENGESAHAN ..ottt iii
HALAMAN MOTTO ...coiiiiiiiiiiieicceeeeet ettt v
PERNYATAAN ORISINALITAS . .....oooiiiieteeeeeeee et vi
KATA PENGANTAR ......oooiiieee ettt vii
DAFTAR IST ..ottt X
ABSTRAK ..ot Xi
BAB I PENDAHULUAN ..ottt sttt 1
A. Latar BelaKang .........coocuviiiiiiiiiiiiieceeeeeee e 1
B. Rumusan Masalah .........ccccocoeciiiiiiininininiiiicciccsceeeeecee e 8
C. Tujuan Penelitian..........cccoovuieiiieeiieiiiecieeiiecie ettt 9
D. Manfaat Penelitian ..........coceoveiiriininininiiicicccccseseeeee e 9
E. Tinjauan Pustaka ........c.ccoooiiiiiiiiiiii e 10
F. Kerangka TeOTT....c..eeiuieiiiiiieiieeiieeie ettt ettt 29
G. Definisi Operasional............ccccuieriiiiiiiiieniierie ettt 44
H. Metode Penelitian............oooueeiiieiiiiiiieieeee e 45
BAB II TINJAUAN UMUDM ..ottt 49
A. Teori GOOd GOVEFNANCE............c.ccceeieeeeeieeesee e 49
B. Teori Keadilan...........ccoioiiiiiiiiiiiiiiiinceecceee et 56
C. Sistem Perlindungan Indikasi Geografis........cc.ccoceevervieriinenvcnieneeniennne 62
D. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Konversi Lahan............c..cccc...... 77
E. Perbandingan Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Konversi Lahan
di Indonesia dengan Prancis dan India..........ccccccovveeiiiinniiiniiiineeieee 80
F. Perspektif Hukum Islam Dalam Konversi Lahan Terhadap Lahan Indikasi
(€ eTo o4 v i TSRS 88
BAB III PEMBAHASAN ..ottt 92
A. Peningkatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Lahan
Kangkung Lombok .........coiiiiiiiiiiiiieeeeee e 92
B. Tantangan dan Peluang Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hukum
Lahan Kangkung Lombok Berindikasi Geografis ........cc.cccocceevieiiienncns 102
BAB IV PENUTUP ..ottt 111
AL KeSIMPUIAN ..o 111
B. Saran ... 112
DAFTAR PUSTAKA ..ottt 114



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi peningkatan peran pemerintah
daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lahan Kangkung Lombok
serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi demi kesejahteraan
masyarakat. Kangkung Lombok, yang telah terdaftar sebagai produk Indikasi
Geografis (IG) sejak 2011, merupakan salah satu komoditas unggulan Nusa
Tenggara Barat yang memiliki nilai ekonomi dan budaya tinggi. Namun,
keberlanjutan produksinya terancam oleh masifnya konversi lahan pertanian untuk
pembangunan perumahan dan infrastruktur, yang menyebabkan luas lahan tanam
terus berkurang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang
didukung data empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan (statute approach), konseptual, dan komparatif. Data primer diperoleh
melalui wawancara dengan pihak terkait, sementara data sekunder berasal dari studi
kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa peran pemerintah daerah dalam melindungi lahan Kangkung Lombok masih
bersifat pasif dan belum optimal. Upaya yang telah dilakukan, seperti program
penyuluhan dan pengawasan, terbukti tidak efektif karena keterbatasan anggaran,
kalah prioritas dengan agenda pembangunan lain, dan kurangnya tindak lanjut atas
laporan pengawasan. Tantangan utama yang dihadapi bersifat kompleks, meliputi
aspek ekonomi (tingginya tawaran harga lahan dari investor), sosial (menurunnya
minat generasi muda pada profesi petani), yuridis (ketiadaan peraturan daerah
khusus yang melindungi lahan IG), dan kelembagaan (tidak aktifnya Masyarakat
Perlindungan Indikasi Geografis/MPIG). Di sisi lain, status IG membuka peluang
strategis untuk peningkatan nilai ekonomi produk melalui pengembangan industri
olahan dan agrowisata. Pengembangan peluang ini dapat menciptakan insentif
ekonomi bagi petani untuk mempertahankan lahannya, yang pada akhirnya dapat
mengurangi laju konversi lahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
berkelanjutan.

Kata kunci : Kangkung Lombok, Indikasi Geografis, Peran Pemerintah Daerah,
Konversi Lahan, Kesejahteraan Masyarakat.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dalam era digital saat ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan peran
yang sangat penting dalam mendukung inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan
ekonomi berkelanjutan. Negara-negara maju yang memiliki sistem perlindungan
HKI yang kuat dapat menarik banyak investasi asing dan memiliki daya saing
sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.! Namun, di Indonesia,
kurangnya pemahaman HKI, terutama di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM), menyebabkan pemanfaatan HKI belum optimal sebagai
instrumen pembangunan ekonomi nasional.?

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) antara lain mencakup hak cipta, hak paten,
hak merek, hak indikasi geografis, dan hak rahasia dagang.? Perlindungan untuk
berbagai macam HKI tersebut diatur di peraturan perundang-undangan yang
berbeda-beda diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta, Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

! Dimas Raka Prananda et al., Menguasai Hak Kekayaan Intelektual, 2024, hlm. 91,
https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i02.554.

2 Ibid.

3 Novianti and Tommy Hendra Purwaka, Pelindungan Merek (Pustaka Obor, 2017), hlm. 4.



Dalam dunia internasional, HKI diatur didalam TRIPS Agreement (Trade-
Related Intellectual Property Rights) yang merupakan perjanjian multilateral di
bawah WTO (World Trade Organization) dan merupakan hasil akhir dari Uruguay
Round pada 15 April 1994. Dengan adanya TRIPs Agreement, maka negara-negara
yang menjadi anggota WTO harus menyesuaikan peraturan HKI yang sudah ada di
negaranya dengan TRIPs Agreement dan beberapa konvensi ikutannya.*

Indonesia yang kaya akan sumber daya alam memberikan berbagai macam
potensi yang menghasilkan budidaya nabati maupun hayati yang mencirikan
geografis dimana potensi itu berada. Potensi ini dapat dilindungi melalui sistem
perlindungan indikasi geografis, yaitu bentuk perlindungan HKI yang tidak hanya
menjaga kualitas dan reputasi produk berbasis wilayah, tetapi juga menjadi sarana
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta daya saing produk di
pasar nasional maupun internasional.’

Menurut Article 22 (1) TRIPs Agreement, indikasi geografis merupakan tanda
yang mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah
di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan
karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis
tersebut.® Sesuai dengan pengertian tersebut, produsen dilarang untuk memakai
label atau tanda (termasuk merek) terhadap barang yang diproduksinya, yang tidak

sesuai dengan indikasi geografis.’

4 OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Revisi
(Raja Grafindo Persada, 2015), 50-51.

5> Winda Risna Yessiningrum, “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak
Kekayaan Intelektual,” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 3, no. 7 (2015).

6 Saidi, Op. Cit. hlm. 494.

7 Ibid.



Di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa Indikasi Geografis
merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau
produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor
manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas,
dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.?

Indikasi Geografis tidak hanya berfungsi sebagai alat pelindung hukum
terhadap produk khas daerah, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang efektif.
Melalui pengakuan terhadap asal-usul dan keunikan suatu produk, Indikasi
Geografis mampu memberikan nilai tambah secara komersial karena menjamin
keaslian dan kualitas produk tersebut. Selain itu, produk yang telah memperoleh
sertifikat Indikasi Geografis tidak dapat diproduksi di daerah lain, sehingga
menciptakan eksklusivitas pasar dan perlindungan terhadap praktik imitasi atau
pemalsuan.®

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan jika dilihat dari
jumlah indikasi geografis yang telah didaftarkan. Salah satu yang menjadi kendala
utama dalam melakukan pengembangan indikasi geografis adalah kurangnya
pemahaman masyarakat dan pemerintah daerah mengenai manfaat dari indikasi

geografis.’® Padahal, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang sangat

8 Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,
“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang rrenunjukkan daerah asal suatu barang dan/ata.u produk
yang ku.re.ru. faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari
kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau
produk yang dihasilkan”

? Yessiningrum, Op. Cit. hlm. 44.

10 FIK, “Indikasi Geografis Sebagai Pilar Ekonomi: Strategi Pelindungan Dan Optimalisasi,”
DJKI (Jakarta), February 2025, https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/indikasi-



strategis dalam pengajuan dan perlindungan produk IG, sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 53 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis.

Peran pemerintah daerah yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (3) UU Merek
dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa indikasi geografis mendapat
perlindungan hukum setelah terdsftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:

a. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang

mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
1. Sumber daya alam;

2. Barang kerajinan tangan; atau

3. Hasil industri.

b. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b secara eksplisit
menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam upaya
perlindungan terhadap produk-produk lokal yang berbasis pada sumber daya alam
dan memiliki karakteristik khas yang menunjukkan keterkaitan dengan wilayah
geografis tertentu. Keterlibatan ini tidak hanya terbatas pada aspek pengawasan
semata, tetapi mencakup peran strategis pemerintah daerah dalam menginisiasi,
memfasilitasi, dan mendampingi proses pendaftaran produk-produk tersebut
melalui sistem perlindungan indikasi geografis yang telah diatur secara hukum.
Sebelum proses pendaftaran dilakukan, pemerintah daerah juga diharapkan

melaksanakan serangkaian kajian mendalam dan identifikasi komprehensif

geografis-sebagai-pilar-ekonomi-strategi-pelindungan-dan-optimalisasi?kategori=. Diakses pada
Selasa, 27 Mei 2025.



terhadap potensi produk lokal yang layak untuk memperoleh perlindungan indikasi
geografis. Hal ini menjadi sangat krusial sebagai bentuk komitmen daerah dalam
menjaga kekayaan hayati, kultural, dan ekonomi yang menjadi identitas
wilayahnya, sekaligus memberikan jaminan hukum bagi pelaku usaha lokal dalam
mengembangkan produk unggulan daerah secara berkelanjutan.

Indikasi geografis merupakan suatu penanda yang digunakan untuk
mengidentifikasi produk-produk yang memiliki keterkaitan erat dengan wilayah
geografis tertentu, baik dari segi keaslian, kualitas, maupun reputasi yang terbentuk
sebagai akibat langsung dari asal-usul geografis tersebut. Umumnya, penamaan
Indikasi Geografis merujuk pada nama daerah tempat asal produk tersebut. Produk-
produk pertanian menjadi contoh yang relevan, di mana kualitasnya sangat
dipengaruhi oleh kondisi lokal seperti jenis tanah, iklim, serta faktor geografis
lainnya yang khas. Fungsi dari suatu tanda sebagai indikasi geografis tidak hanya
ditentukan oleh aspek hukum nasional, tetapi juga oleh pandangan konsumen
terhadap keunikan dan mutu produk tersebut. Untuk memperoleh perlindungan
secara formal, indikasi geografis wajib didaftarkan terselbih dahulu pada Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM
Republik Indonesia.'!

Salah satu contoh dari penerapan indikasi geografis di Indonesia adalah
Kangkung Lombok yang berasal dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Tepatnya pada Kabupaten Lombok Barat dan sekitarnya. Produk ini tidak hanya

'Y, D.W. Susi Irianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis di Kabupaten
Jayapura,” Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial 1, no. 8 (2024): hlm. 2,
https://doi.org/10.5281/ZENODO.10794272.



dikenal sebagai bahan utama kuliner tradisional lombok seperti plecing kangkung,
namun juga telah mendapatkan pengakuan sebagai produk berindikasi geografis
karena memiliki karakteristik yang khas dari segi rasa, tekstur, dan metode
budidayanya yang dipengaruhi oleh faktor geografis lokal seperti jenis tanah dan
iklim wilayah Lombok. Kangkung Lombok sendiri telah didaftarkan sejak 15
Desember 2011 sebagai produk Indikasi Geografis. Kangkung lombok juga telah
dipamerkan di dunia internasional pada kegiatan Sidang Majelis Umum ke-65
Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) di Jenewa, Swiss yang berlangsung
sejak 9 Juli hingga 17 Juli 2024.%2

Kangkung Lombok secara luas dibudidayakan oleh masyarakat lokal,
memanfaatkan sumber irigasi alami yang berasal dari aliran Gunung Rinjani.
Kondisi geografis dan iklim yang mendukung ini tidak hanya mempercepat proses
pertumbuhan tanaman, tetapi juga memungkinkan hasil panen yang berkualitas.
Bagi masyarakat setempat, budidaya kangkung Lombok menjadi salah satu sektor
pertanian yang sangat diandalkan, baik dari segi ekonomi maupun ketahanan
pangan. Proses penanaman yang sederhana, cepat, dan tidak memerlukan waktu
lama hingga panen membuatnya menjadi pilihan utama bagi petani lokal. Selain
itu, budidaya kangkung Lombok juga memberikan peluang lapangan kerja dan
menambah pendapatan bagi masyarakat pedesaan, yang sebagian besar bergantung

pada sektor pertanian.'3

12 ekbisntb.com, Istimewanya Kangkung Lombok Yang Mendunia, n.d., accessed November 6,
2024, https://ekbisntb.com/12/08/2024/istimewanya-kangkung-lombok-yang-mendunia/. Diakses
pada Rabu, 6 November 2024.

13 Ida Zulfiana et al., “Perbandingan Pendapatan Usahatani Kangkung Varietas Nona Dengan
Usahatani Kangkung Varietas Aini di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat,” Teknosains:



Namun, menurut Kepala Bidang Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Dinas
Pertania Kota Mataram, Liawati mengungkapkan jika luas lahan penanaman
kangkung lombok di Kota Mataram semakin berkurang setiap tahunnya. Hal itu
dikarenakan banyak petani yang menggunakan lahan milik orang lain yang
lahannya diambil alih oleh pemilik dan dialih fungsikan.!* Salah satu alasan
penurunan luas lahan dan produksi kangkung lombok dikarenakan penetapan
teknologi budaya masih menggunakan cara tradisional dan banyaknya
pembangunan rumah subsidi yang menyebabkan berkurangnya lahan
persawahan.®

Semakin berkurangnya lahan untuk budidaya kangkung lombok akan
berpengaruh pada ketersediaan dan kualitas kangkung lombok dimasa yang akan
datang. Jika tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan dapat merusak karakter khas
dari produk tersebut. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus, terutama untuk
menjaga identitas geografis dan kualitas unik yang sudah dikenal oleh masyarakat.
Untuk menjaga keberlangsungan produksi dan keaslian kangkung lombok, peran
aktif dari pemerintah sangat diperlukan.

Keterbatasan modal sering menjadi kendala yang dihadapi oleh para petani,
sebagian besar karena minimnya dukungan pemerintah dalam menyediakan

bantuan seperti pupuk dan nutrisi yang diperlukan agar tanaman kangkung

Media  Informasi  Sains  dan  Teknologi 17, no. 1 (2023):  hlm. 61,
https://doi.org/10.24252/teknosains.v17i1.32548.

14 ekbisntb.com, Lahan Mataram Semakin Berkurang, Dinas Pertanian Tetap Optimalkan
Budidaya, n.d., accessed November 8, 2024, https://ekbisntb.com/12/08/2024/lahan-mataram-
semakin-berkurang-dinas-pertanian-tetap-optimalkan-budidaya/. Diakses pada Minggu 12 Januari
2025.

15 Syarifa Naya Fitria et al., Eksplorasi Kangkung Lombok: Perluasan Panen dan Peningkatan
Produksi Sebagai Strategi Pengembangan Bisnis, 1 (2024): hlm. 54.



berkualitas. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam menyediakan
lahan yang memadai untuk budidaya kangkung Lombok dan memberikan edukasi
kepada petani mengenai teknik produksi yang modern dan efektif.®

Kangkung Lombok merupakan salah satu produk khas Indonesia yang
memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, perlu tindakan untuk
melindungi pembudidayaannya agar tidak hanya terjaga kelestariannya, tetapi juga
meningkatkan kesejahteraan para petani lokal. Pemerintah daerah dapat memainkan
peran penting dalam mengawasi proses budidaya dan memastikan bahwa metode
yang digunakan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, upaya pemberian
Indikasi Geografis bagi Kangkung Lombok dapat menjadi langkah strategis untuk
melindungi kualitas serta reputasi produk ini di pasar domestik maupun
internasional. Dengan demikian, produk ini diharapkan tidak hanya mampu
bersaing di pasar yang lebih luas, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan
terhadap perekonomian daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan tersebut,
penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis yang berjudul “OPTIMALISASI
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI LAHAN
KANGKUNG LOMBOK BERINDIKASI GEOGRAFIS DEMI
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah pada

penelitian ini adalah sebagai berikut:

16 Ibid, hlm. 57.



1.

Mengapa peran pemerintah daerah perlu ditingkatkan dalam melakukan
perlindungan hukum guna pencegahan konversi lahan pertanian kangkung
lombok yang dilindungi indikasi geografis?

Apa tantangan dan peluang yang dihadapi pemerintah daerah dalam
melakukan perlindungan hukum terhadap lahan pertanian kangkung

lombok yang dilindungi indikasi geografis demi kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, maka penulis menetapkan

tujuan penelitian sebagai berikut:

1.

Untuk menganalisis secara mendalam perlunya meningkatkan peran
pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum guna pencegahan
konversi lahan pertanian kangkung lombok yang dilindungi indikasi
geografis.

Untuk menganalis tantangan dan peluang yang dihadapi pemerintah daerah
dalam melakukan perlindungan hukum terhadap lahan pertanian kangkung

lombok yang dilindungi indikasi geografis demi kesejahteraan masyarakat

D. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menjadi referensi untuk
penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan
topik penelitian tentang Perlindungan dan Penerapan Indikasi Geografis di
Indonesia.

Manfaat praktis yaitu dapat menjadi acuan dalam menemukan solusi untuk

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan halangan yang



dihadapi dalam implementasi Perlindungan Indikasi Geografis. Dan
diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan terhadap Pemerintah
Daerah untuk lebih proaktif dalam mengembangkan kebijakan yang
mendukung perlindungan indikasi geografis, baik dari segi regulasi
maupun pelaksanaan di lapangan.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memastikan keaslian dan keterkaitan dengan penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya, penulis akan menguraikan hasil-hasil penelitian terdahulu
dalam kajian pustaka ini sebagai berikut:

Pertama, Tesis UIR Suhadi 2021 “Potensi Indikasl Geografif Kopi Liberika
Meranti Provinsi Riau Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal”

Rumusan masalah :

1. Bagaimana Potensi Indikasi Geografif Kopi Liberika Meranti Provinsi
Riau Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal?

2. Apa saja kendala sebelum dan setelah memperoleh sertifikat Indikasi
Geografis Kopi Liberika Rangsang Meranti — Provinsi Riau?

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, pemberian sertifikasi
Indikasi Geografis untuk kopi liberika Rangsang akan berkontribusi pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat karena dapat meningkatkan
penjualan dan memberikan keuntungan berkelanjutan bagi semua pihak yang
terlibat. Selain itu, sertifikasi ini juga mendorong para petani untuk terus
meningkatkan kualitas kopi liberika Rangsang. Kedua, Tantangan dalam

memperoleh sertifikasi Indikasi Geografis untuk kopi liberika Rangsang meliputi
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keraguan dan kurangnya antusiasme masyarakat dalam memenuhi persyaratan yang
diperlukan. Selain itu, biaya pendaftaran juga menjadi faktor penghambat,
menyebabkan kelompok tani dan masyarakat lokal lambat dalam mengambil
keputusan. Setelah sertifikasi diperoleh, anggota Masyarakat Peduli Kopi Liberika
Rangsang Meranti (MPKLRM) yang terdaftar cenderung bergerak secara individu
dan kurang berkoordinasi untuk menjaga kualitas serta memasarkan produk kopi
liberika Rangsang secara kolektif.'’

Kedua, Tesis UIl Hanifatus Solichah 2017 “Perlindungan Hukum Terhadap
Produk-Produk Khas Berdasarkan Nama Kawasan (Studi Atas Batik Tradisional
Yogyakarta”

Rumusan masalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum produk khas batik tradisional
yogyakarta berdasarkan ketentuan Hak Cipta di Indonesia?

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Produk Khas Batik Tradisional
Yogyakarta berdasarkan ketentuan Indikasi Geografis di Indonesia?

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, perlindungan hukum untuk
Batik Tradisional Yogyakarta menurut aturan Hak Cipta di Indonesia dikategorikan
sebagai karya yang dikuasai oleh negara, mengingat sifat tradisional dari Batik
Yogyakarta yang asal-usul pembuatannya tidak diketahui dengan pasti dan telah
diwariskan secara turun-temurun. Dengan dikuasainya hak cipta oleh negara, batik

ini menjadi bebas diakses oleh seluruh masyarakat, sehingga hak masyarakat asli

17 Suhadi, “Potensi Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Provinsi Riau Guna
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal” (Universitas Islam Riau, 2021). hlm. 104.
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pemilik Batik Tradisional Yogyakarta terabaikan. Kedua, perlindungan hukum
terhadap Batik Tradisional Yogyakarta lebih sesuai jika menggunakan mekanisme
Indikasi Geografis, karena batik ini telah ada sejak era Mataram Islam dan
diwariskan lintas generasi sebagai bagian dari budaya masyarakat Daerah Istimewa
Yogyakarta. Upaya hukum untuk melindungi Batik Tradisional Yogyakarta melalui
Indikasi Geografis dilakukan dengan mengajukan permohonan Indikasi Geografis
oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Yogyakarta, yang
melibatkan Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga terkait.!®

Ketiga, Tesis UIl Desty Anggie Mustika 2015 “Batik Tradisional
Megamendung Ditinjau Dari Sistem Perlindungan Indikasi Geografis”

Rumusan masalah:

1. Apakah sistem perlindungan indikasi geografis di Indonesia dapat
diterapkan untuk melindungi produk kerajinan batik megamendung
Cirebon?

2. Langkah-langkah hukum apakah yang harus diambil untuk melindungi
produk kerajinan Batik Tradisional Megamendung Cirebon melalui
sistem perlindungan indikasi geografis di Indonesia?

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, perlindungan melalui Indikasi
Geografis dapat diterapkan untuk melindungi kerajinan Batik Megamendung
Cirebon. Namun, penerapan ini menghadapi beberapa kendala, baik yuridis

maupun non-yuridis. Kendala yuridis meliputi kurangnya pemahaman masyarakat

'8 Hanifatus Solichah, “Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Khas Berdasarkan
Nama Kasawan (Studi Atas Batik Tradisional Yogyakarta)” (Universitas Islam Indonesia, 2017).
hlm. 138.
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mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan rendahnya kesadaran hukum terkait
perlindungan kerajinan yang memiliki nilai historis bagi Cirebon. Masyarakat
menganggap bahwa Batik Megamendung tidak perlu didaftarkan karena sudah
diwariskan antar generasi tanpa adanya penjiplakan dan mereka merasa telah
melestarikannya tanpa adanya klaim dari pihak luar. Sementara itu, kendala non-
yuridis terkait dengan pembiayaan; dana yang seharusnya digunakan untuk
permohonan Indikasi Geografis malah dialokasikan oleh paguyuban dan pengrajin
batik untuk menambah modal usaha. Kedua, Perlindungan hukum Indikasi
Geografis di Indonesia menerapkan prinsip "first to file," sehingga pendaftaran
produk khas menjadi keharusan untuk memperoleh perlindungan tersebut. Tata cara
pendaftaran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Dalam hal
pendaftaran batik Megamendung sebagai produk khas yang dilindungi, terdapat
beberapa aspek penting terkait prosedur pendaftaran yang harus dilalui melalui
beberapa tahap proses permohonan.*®
Keempat, Tesis UII Ubaidillah 2012 “Tinjauan Yuridis Perlindungan Indikasi
Geografis Berdasarkan Undang-Undang Merek di Indonesia”
Rumusan masalah :
1. Bagaimana perlindungan hukum dari Indikasi Geografis terhadap
produk potensi Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Merek

di Indonesia?

1 Desty Anggie Mustika, “Batik Tradisional Megamendung Ditinjau Dari Sistem Perlindungan
Indikasi Geografis” (Universitas Islam Indonesia, 2015). hlm. 173.
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2. Apa upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong
tumbuhnya perlindungan Indikasi Geografis terhadap produk potensi
Indikasi Geografis di Indonesia?

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah: Pertama, dalam Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, hanya Pasal 56-60 yang mengatur tentang
Indikasi Geografis, yang memberikan kesan seolah-olah Indikasi Geografis adalah
bagian dari Merek. Padahal, Merek dan Indikasi Geografis merupakan konsep yang
berbeda, sehingga terjadi kontradiksi dalam pasal-pasal terkait. Hal ini
menyebabkan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi
produk dengan potensi Indikasi Geografis. Pengaturan mengenai Indikasi
Geografis dalam PP Nomor 51 Tahun 2007 juga hanya mengulangi ketentuan dalam
UU Merek, sehingga selama Indikasi Geografis diatur bersama dengan UU Merek,
ketentuan tersebut tidak memadai untuk melindungi produk-produk ini. Kedua,
pemerintah perlu menyusun regulasi khusus mengenai Indikasi Geografis yang
terpisah dari ketentuan Merek, mengingat perbedaan konsep antara keduanya.
Selain itu, disarankan pembentukan tim khusus dalam Dirjen HAKI
Kemenkumham RI, yaitu Direktorat Indikasi Geografis, karena saat ini pengelolaan
Indikasi Geografis masih berada di bawah Direktorat Merek.?°

Kelima, Artikel Ilmiah Riza Cadizza dan Rizanizarli 2023 (Jurnal Yustisiabel)
“Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Gayo di Tanah Gayo”

Rumusan masalah:

20 Ubaidillah, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang Undang
Merek di Indonesia” (Universitas Islam Indonesia, 2012). hlm. 127.
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1. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap kopi gayo.

2. Perlindungan hukum yang didapatkan dengan adanya sertifikasi
Indikasi Geografis.

3. Manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dengan pendaftaran Indikasi
Geografis.

Kesimpulan dari jurnal penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan
hukum melalui indikasi geografis (IG) terhadap Kopi Gayo membawa dampak
positif bagi masyarakat setempat. Sebelum adanya IG, nama Kopi Gayo sering
digunakan secara bebas oleh berbagai pihak. Namun, setelah perlindungan IG
diterapkan, popularitas Kopi Gayo meningkat secara signifikan, yang berkontribusi
pada peningkatan perekonomian para petani kopi setempat. Selain itu, pengenalan
Kopi Gayo di pasar yang lebih luas turut mendorong perkembangan sektor
pariwisata di Tanah Gayo. Meskipun demikian, manfaat dari perlindungan IG ini
belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat di Tanah Gayo, khususnya
petani kecil yang menghadapi kendala dalam mengakses pasar dan membangun
jaringan bisnis yang lebih luas. Hal ini masih harus diperhatikan lagi karena nama
Kopi Gayo tidak hanya dimiliki oleh pengusaha-pengusaha besar, namun juga
dimiliki oleh para petani menengah kebawah.?!

Keenam, Artikel Ilmiah Abdur Atsar, Diman Ade Mulada dan Hera Alvina S

2023 (Jurnal Jatiswaras) “Implementasi Perlindungan dan Pengembangan Indikasi

2l Riza Cadizza and Rizanizarli Rizanizarli, “Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi
Geografis Kopi Gayo di Tanah Gayo,” Jurnal Yustisiabel 7, mno. 2 (2023): 170,
https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i2.1939.
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Geografis Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata Lombok
Tengah”

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui tentang produk IG yang memiliki potensi ekonomi
sehingga dapat dilindungi dan dikelola dengan baik oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai sektor sarana pariwisata.

2. Untuk mengkaji konsep perlindungan dan pengelolaan Indikasi
Geografis. yang dapat mendukung pengembangan industri pariwisata di
Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa beberapa produk dengan
Indikasi Geografis di Lombok Tengah memiliki potensi nilai ekonomi yang dapat
dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata daerah. Produk-produk tersebut
meliputi tembakau, pelecing kangkung, sate pusut, ukiran kayu dan tulang,
bebalung, serta produk lainnya. Perlindungan Indikasi Geografis yang diatur dalam
Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta
Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis berpotensi
menjadi instrumen untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata di Lombok
Tengah. Namun, pelaksanaan perlindungan ini belum berjalan secara optimal

karena kurangnyanya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Indikasi
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Geografis dan manfaat adanya Indikasi Geografis dalam meningkatkan daya saing
pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah.??

Ketujuh, Artikel Ilmiah Puti Mayang Seruni, Sridevi Ayunda, dan Budi Agus
Riswandi 2024 “Indikasi Geografis Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan
Wisata Petanian”

Tujuan penelitian:

1. Untuk menggali terkait kebijakan indikasi geografis di Indonesia.

2. Untuk mengelaborasi potensi indikasi geografis sebagai instrumen
kunci dalam pengembangan kawasan wisata pertanian.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, kebijakan
terkait Indikasi Geografis di Indonesia dimulai dengan pengesahan UU No. 15
Tahun 2001 tentang Merek, yang kemudian dilengkapi oleh PP No. 51 Tahun 2007
tentang Indikasi Geografis sebagai aturan pelaksananya. Selanjutnya, pada tahun
2016, diterbitkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,
yang menggantikan UU No. 15 Tahun 2001. Kebijakan ini bertujuan untuk
memberikan perlindungan hukum terhadap produk yang memiliki reputasi,
kualitas, dan karakteristik unik yang dipengaruhi oleh faktor geografis daerah
asalnya. Kedua, potensi Indikasi Geografis dapat dimanfaatkan untuk mendorong
sektor pariwisata daerah, khususnya melalui pengembangan agrowisata berbasis
produk dengan Indikasi Geografis. Namun, pelaksanaannya memerlukan kesadaran

dan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat yang

22 Abdul Atsar et al., “Implementasi Perlindungan Dan Pengembangan Indikasi Geografis
Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata Di Lombok Tengah,” JATISWARA
38, no. 1 (2023), https://doi.org/10.29303/jtsw.v3811.422.
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menjadi pelindung produk tersebut. Sebab, pemberian status Indikasi Geografis saja
tidak secara otomatis menjamin keberhasilan pengembangan kawasan agrowisata
tersebut.?3

Kedelapan, Artikel ilmiah Syarifa Naya Fitria, Lara Anisa Isma, Widya
Mayastuti, Karina Juniarti Utami, dan Herie Saksono 2024 “Eksplorasi Kangkung
Lombok: Perluasan Panen dan Peningkatan Produksi Sebagai Strategi
Pengembangan Bisnis”

Tujuan penelitian:
1. Untuk mengeksplorasi kangkung khas Lombok yang ditinjau dari luas
area panen dan produksi sejak 2014-2022.

Penelitian ini menunjukkan adanya penurunan luas area panen dan produksi
kangkung di beberapa kabupaten/kota di NTB, yang menjadi tantangan utama
dalam rantai bisnis dan pengembangan usaha kangkung. Oleh karena itu,
diperlukan kebijakan strategis dan kompetitif untuk memperluas area tanam dan
panen, sekaligus meningkatkan produksi serta kualitasnya. Selain itu, perlindungan
kangkung perlu diperkuat melalui penetapan indikasi geografis. Fluktuasi produksi
kangkung Lombok juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah di sektor
pertanian, pola tanam petani, dan penerapan inovasi teknologi pertanian.*

Kesembilan, Artikel ilmiah Ni Wayan Sri Suliartini, Made Aditya Badustra,
dan Alfan Azizurohman 2021 “Inovasi Dan Pengembangan Produk Stik Kangkung

Di Desa Dasan Tereng Kabupaten Lombok Barat”

2 Puti Mayang Seruni et al., Indikasi Geografis Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan
Wisata Pertanian, 18, no. 2 (2024).
24 Fitria dkk,. Op.Cit.
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Tujuan penelitian:

1. Untuk melihat peningkatan jumlah permintaan kangkung lombok akibat
meningkatnya permintaan olahan kangkung lombok di daerah Dasan
Tereng, Kabupaten Lombok Barat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan
pemahaman mitra mengenai pentingnya inovasi produk. Selain itu, penjualan
produk stik kangkung mengalami peningkatan setelah dilakukan inovasi pada
variasi rasa, perbaikan kemasan, pemanfaatan media sosial, serta penerapan sistem
purchase order (PO).%

Kesepuluh, Artikel ilmiah Ida Zulfiana, Muhsin, Nurlaila Mappanaganro 2023
(Jurnal Teknosains) “Perbandingan Pendapatan Usaha Tani Kangkung Varietas
Nona dengan Usaha Tani Kangkung Varietas Aini di Kecamatan Narmada
Kabupaten Lombok Barat”

Tujuan penelitian:
1. Untuk menganalisis data dan pengujian hipotesis untuk mengetahui
pendapatan usaha tani kangkung varietas Nona dengan varietas Aini.

Hasil dari penelitian ini adalah pendapatan usaha tani kangkung varietas Nona
mencapai Rp69.648.240,-, sedangkan varietas Aini sebesar Rp62.779.200,-.
Perbedaan pendapatan ini disebabkan oleh perbedaan biaya produksi antara
keduanya. Namun, berdasarkan analisis statistik menggunakan uji t-Tes, tidak

ditemukan perbedaan signifikan dalam pendapatan kedua varietas tersebut.

25 Ni Wayan Sri Suliartini et al., “Inovasi Dan Pengembangan Produk Stik Kangkung Di Desa
Dasan Tereng Kabupaten Lombok Barat,” Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA 4, no. 4
(2021), https://doi.org/10.29303/jpmpi.v4i4.1005.
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Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi usaha tani

kangkung varietas Nona dan Aini adalah keterbatasan modal dan pupuk.?

No. Nama Judul dan Tahun Unsur Pembeda
1. | Suhadi Tesis berjudul “Potensi Adapun yang menjadi unsur
Indikasi Geografif pembeda dalam penelitian ini
Kopi Liberika Meranti penulis berfokus pada peran
Provinsi Riau Guna pemerintah daerah dalam
Meningkatkan melindungi lahan pertanian
Kesejahteraan Kangkung Lombok yang
Masyarakat Lokal” memiliki indikasi geografis
penelitian ini  ditulis yang mana pada saat ini
pada tahun 2021. banyak lahan  pertanian
Kangkung Lombok yang di
alth  fungsikan  menjadi
perumahan ataupun guna
pembangunan infrastruktur
daerah.
2. | Hanifatus Solichah Tesis berjudul Adapun  yang  menjadi
“Perlindungan Hukum pembeda dalam penelitian ini
Terhadap Produk- terletak pada  pemilihan

26 Zulfiana et a, Loc.Cit.
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Produk Khas
Berdasarkan Nama
Kawasan (Studi Atas
Batik Tradisional
Yogyakarta” Tesis ini

ditulis pada tahun 2017.

Kangkung Lombok yang
berasal dari Nusa Tenggara
Barat sebagai objek
penelitian utama. Kangkung
Lombok merupakan salah
satu  komoditas unggulan
daerah yang telah
mendapatkan status indikasi
geografis  (IG), sehingga
memiliki nilai khas yang
membedakannya dari produk
serupa di wilayah lain. Fokus
pada Kangkung Lombok
tidak hanya memberikan
perspektif spesifik tentang
pentingnya perlindungan
produk berindikasi geografis,
tetapi juga menyoroti
tantangan unik yang dihadapi
dalam melestarikan lahan
pertanian yang menjadi
tempat tumbuhnya komoditas

ini.
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Desty Anggie

Mustika

Tesis berjudul “Batik
Tradisional
Megamendung
Ditinjau Dari Sistem
Perlindungan Indikasi

Geografis” Tesis ini di

Adapun  yang  menjadi
pembeda dalam penelitian ini
adalah penulis secara spesifik
melakukan  kajian  yang
berfokus pada perlindungan
lahan pertanian Kangkung
Lombok sebagai produk
unggulan berindikasi
geografis (IG). Penelitian ini
menyoroti bagaimana
perlindungan lahan tersebut
menjadi elemen  penting
dalam menjaga kualitas,
reputasi, dan karakteristik
khas Kangkung Lombok,
yang tidak hanya menjadi
identitas daerah tetapi juga
memiliki dampak signifikan
terhadap kesejahteraan

masyarakat lokal.

Ubaidullah

tulis pada tahun 2015.
Tesis berjudul
“Tinjauan Yuridis

Adapun  yang  menjadi

pembeda dalam penelitian ini
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Perlindungan Indikasi
Geografis Berdasarkan
Undang-Undang

Merek di Indonesia”
Tesis ini ditulis pada

tahun 2012.

adalah penulis secara khusus
menekankan pada
perlindungan lahan pertanian
sebagai elemen utama dalam
menjaga keberlanjutan
Kangkung Lombok sebagai
produk berindikasi geografis
(IG). Penelitian ini berfokus
pada pentingnya
melestarikan lahan pertanian
sebagai bagian integral dari
sistem  perlindungan IG,
mengingat lahan tersebut
tidak hanya menjadi tempat
tumbuhnya Kangkung
Lombok, tetapi juga
menentukan karakteristik
khas dan kualitas produk
yang dihasilkan. Dalam hal
ini, lahan pertanian
dipandang sebagai fondasi

utama yang mendukung
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eksistensi dan nilai ekonomis

dari Kangkung Lombok.

Riza Cadizza dan

Rizanizarli

Artikel berjudul
“Perlindungan Hukum
Terhadap Indikasi
Geografis Kopi Gayo
di Tanah Gayo”
Penelitian ini ditulis
dalam jurnal hukum

Yutisiabel pada tahun

2023.

Adapun  yang  menjadi
pembeda dalam penelitian ini

adalah penulis secara khusus

memfokuskan pada
peningkatan  kesejahteraan
masyarakat melalui
perlindungan lahan

Kangkung Lombok sebagai

elemen vital dalam menjaga

keberlanjutan produk
berindikasi geografis
tersebut.  Penelitian  1ni

mengkaji bagaimana
perlindungan lahan tidak
hanya memastikan eksistensi
Kangkung Lombok sebagai
komoditas unggulan daerah,
tetapi juga menjadi langkah

strategis untuk mendukung

keberlanjutan mata
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pencaharian masyarakat lokal
yang bergantung pada sektor

pertanian.

Ilmiah Abdur Atsar,
Diman Ade Mulada,

dan Hera Alvina

Artikel berjudul
“Implementasi
Perlindungan dan
Pengembangan
Indikasi Geografis

Untuk  Meningkatkan

Pertumbuhan  Sektor
Industri Pariwisata
Lombok Tengah”

Penelitian ini ditulis
dalam jurnal hukum
Jatiswara pada tahun

2023.

Adapun  yang  menjadi
pembeda dalam penelitian ini
adalah penulis secara khusus
berfokus  pada  produk
pertanian  spesifik, yaitu
Kangkung Lombok, yang
telah diakui sebagai salah
satu  komoditas unggulan
berindikasi geografis (IG)
dari Nusa Tenggara Barat.
Selain itu, penelitian ini akan
dilakukan di  Kabupaten
Lombok Barat, yang
merupakan salah satu
wilayah utama penghasil
Kangkung Lombok. Lokasi
ini dipilih karena memiliki
keterkaitan  erat

dengan

keberadaan lahan-lahan
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pertanian yang mendukung

keberlanjutan produksi
Kangkung Lombok.
Puti Mayang Artikel berjudul Adapun  yang  menjadi
Seruni, Sridevi “Indikasi Geografis pembeda dalam penelitian ini

Ayunda, dan
Budi Agus

Riswandi

Dalam Mendukung
Pengembangan

Kawasan Wisata
Pertanian”  Penelitian
ini ditulis dalam jurnal
hukum Krtha
Bhayangkara pada

tahun 2024.

adalah penulis secara khusus
berfokus  pada  produk
pertanian Kangkung
Lombok, yang memiliki
peran penting dan strategis
dalam mendukung
kesejahteraan petani lokal di
Nusa Tenggara Barat.
Kangkung Lombok, sebagai
salah satu komoditas
unggulan berindikasi
geografis (IG), bukan hanya
sekadar produk pertanian
biasa, tetapi juga menjadi
simbol identitas daerah yang

merepresentasikan keunikan

budaya lokal dan kearifan
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tradisional masyarakat
setempat.
Syarifa Naya Artikel berjudul Adapun  yang  menjadi

Fitria, Lara Anisa
Isma, Widya
Mayastuti, Karina
Juniarti Utami,

dan Herie Saksono

“Eksplorasi Kangkung
Lombok: Perluasan
Panen dan Peningkatan
Produksi Sebagai
Strategi Pengembangan
Bisnis” Penelitian ini
ditulis dalam jurnal

Aletheia pada tahun

2024.

pembeda dalam penelitian ini
adalah penulis berfokus pada
peran Kangkung Lombok
sebagai produk unggulan
berindikasi geografis dalam
mendukung  kesejahteraan
petani lokal melalui
perlindungan lahan pertanian
dan pelestarian komoditas,
serta perlindungan lahan
elemen

pertanian sebagai

utama keberlanjutan

Kangkung Lombok.

Ni Wayan Sri
Suliartini, Made
Aditya Badustra,
dan Alfan

Azizurohman

Artikel berjudul
“Inovasi Dan

Pengembangan Produk

Stik Kangkung Di Desa
Dasan Tereng
Kabupaten =~ Lombok

Adapun  yang  menjadi
pembeda dalam penelitian ini
adalah penekanan pada upaya
perlindungan lahan guna
memastikan

keberlanjutan

produksi Kangkung Lombok
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Barat” Penelitian ini
ditulis dalam Jurnal
Pengabdian Magister

Pendidikan IPA pada

serta pengaruhnya terhadap
kesejahteraan petani.
Penelitian ini juga mengkaji

aspek keberlanjutan produksi

tahun 2021. yang  bergantung  pada

kelestarian lahan pertanian,

serta peran regulasi dan

kebijakan pemerintah dalam

mendukung  perlindungan

produk berindikasi geografis.

10 Ida Zulfiana, Artikel berjudul Adapun  yang  menjadi
Mubhsin, dan “Perbandingan pembeda dalam penelitian ini
Nurlaila Pendapatan Usaha Tani adalah penulis secara khusus
Mappanaganro Kangkung Varietas berfokus  pada  analisis
Nona dengan Usaha regulasi  dan  kebijakan

Tani Kangkung
Varietas Aini di
Kecamatan Narmada
Kabupaten =~ Lombok

Barat” Penelitian ini

ditulis pada Jurnal

pemerintah, serta berbagai
tantangan  yang  muncul
dalam upaya melindungi
lahan pertanian dari alih
fungsi  yang  berpotensi
mengancam

keberlanjutan

produksi Kangkung Lombok
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Teknosains pada tahun

2023.

sebagai produk berindikasi
geografis (IG). penelitian ini
juga mengidentifikasi
kendala dalam implementasi
kebijakan perlindungan
lahan, seperti lemahnya
pengawasan terhadap
konversi lahan, kurangnya
koordinasi antarinstansi
pemerintah, serta rendahnya
partisipasi masyarakat dalam
menjaga keberlanjutan lahan

pertanian.

F. Kerangka Teori

1. Teori Good Governance

Governance merupakan sebuah konsep yang menggambarkan

hubungan antara pemerintah atau sistem politik dengan lingkungannya dan

bertujuan untuk melengkapi pendekatan dalam ilmu politik agar lebih

relevan dengan kebijakan publik. Inti dari ilmu governance terletak pada

bagaimana semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan

bersama. Secara empiris, governance mencakup tiga elemen utama, yaitu
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partisipasi warga negara, hubungan timbal balik dalam masyarakat, serta
kepemimpinan yang responsif dan bertanggung jawab.?’

Paulus Efendi Lotulung menyatakan bahwa dalam masyarakat sering
terjadi kerancuan antara konsep governance dan government. Menurutnya,
governance memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan government.
Konsep government merujuk pada organisasi pengelolaan yang didasarkan
pada kewenangan tertinggi, yaitu negara dan pemerintah. Sementara itu,
governance tidak hanya melibatkan pemerintah dan negara, tetapi juga
mencakup berbagai pihak lain dengan keterlibatan yang jauh lebih luas.?®
Pemerintahan yang efektif perlu memberikan peluang seluas-luasnya bagi
seluruh pihak terkait untuk berpartisipasi secara aktif. Penyelenggaraan
pemerintahan harus dilakukan dengan transparansi, dan setiap tindakannya
harus dapat dipertanggungjawabkan.?®

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefinisikan good
governance sebagai proses pengelolaan kekuasaan negara dalam
penyediaan barang dan jasa publik. LAN juga menegaskan bahwa
governance dapat dievaluasi berdasarkan sejauh mana pemerintah mampu

berfungsi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah

27 Angga Natalia, “Paradigma Good Governance Dalam Administrasi Publik Memfasilitasi
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP),” Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi
Politik Islam 18, no. 1 (2022): hlm. 20, https://doi.org/10.24042/tps.v18i1.12199.

28 Paulus Efendi Lotulung, Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam
Korelasinya Dengan Hukum Administrasi, Dalam Philipus M. Hadjon, et.al., Hukum Administrasi
Dan Good Governance (Universitas Trisakti, 2012), him. 37.

2 Wayan Sutrisna and Ni Putu Ari Setiawati, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance
Pada Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat,” Jurnal Ilmiah
Cakrawarti 6, no. 2 (2023): hlm. 2, https://doi.org/10.47532/jic.v6i2.902.
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direncanakan.®® Wujud dari good governance adalah penyelenggaraan

pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan

efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang kontruksi diantara
domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.3!

Sedarmayanti membagi elemen-elemen dalam tata kelola pemerintahan
menjadi tiga kelompok utama, yaitu:32

1. Negara atau Pemerintahan, yang menjadi landasan dari aktivitas
kenegaraan.

2. Sektor swasta, meliputi perusahaan-perusahaan yang berperan aktif
dalam dinamika pasar, seperti industri manufaktur, perdagangan,
perbankan, koperasi, hingga sektor informal.

3. Masyarakat madani, yaitu kelompok masyarakat yang posisinya berada
di antara pemerintah dan individu, mencakup baik individu maupun
komunitas yang terlibat dalam interaksi sosial, politik, dan ekonomi.
Miftah Thoha menyimpulkan bahwa good governance adalah bentuk

tata kelola pemerintahan yang ditandai dengan keterbukaan, integritas,

kewibawaan, transparansi, dan akuntabilitas. Selain melibatkan pemerintah,
sektor swasta, dan masyarakat, terdapat satu elemen penting yang berperan
krusial dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, yaitu moral. Moral

berfungsi sebagai pengikat yang memungkinkan ketiga komponen tersebut

30 Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Bagian Kedua (CV. Mandar
Maju, 2004), hlm. 3.

31 Ibid.

32 Sedarmayanti, Op. Cit., hlm. 38.
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dapat berinteraksi secara harmonis untuk menciptakan tata kelola
pemerintahan yang ideal.33

Dalam penelitian ini, teori good governance digunakan sebagai
kerangka analisis utama untuk mengevaluasi sejauh mana peran pemerintah
dalam mengelola dan mengatur berbagai kegiatan yang berlangsung di
wilayah pertanian kangkung Lombok. Pendekatan ini bertujuan untuk
menilai efektivitas pemerintah dalam menjalankan prinsip-prinsip tata
kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat,
serta responsivitas terhadap kebutuhan petani dan pemangku kepentingan

lainnya.

. Teori Keadilan

Dalam sistem hukum, memahami konsep keadilan merupakan aspek
fundamental. Berbagai upaya telah dilakukan untuk merumuskan dan
mendefinisikan konsep ini guna mendalami maknanya. Namun, memahami
keadilan sebagaimana dijelaskan oleh para ahli bukanlah tugas yang mudah.
Secara umum, keadilan dapat diartikan sebagai tuntutan atas kesetaraan hak
yang bertujuan menciptakan harmoni dalam masyarakat, menjadi landasan
penting dalam mewujudkan kebahagiaan dan ketenteraman hidup

manusia.3*

3 Ibid.
3% Larasati Fitriani Asis, “Konsep Keadilan: Pendekatan Filsafat Hukum,” TARUNALAW:

Journal

of  Law and Syariah 1, no. 02 (2023): hlm. 184,

https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.160.
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Menurut Aristoteles, keadilan terbagi menjadi dua jenis: keadilan
distributif  (justitia distributiva) dan keadilan kumulatif (justitia
cummulativa). Keadilan distributif memberikan hak kepada individu
berdasarkan jasa atau hak masing-masing, sedangkan keadilan kumulatif
berfokus pada keadilan dalam transaksi, baik yang bersifat sukarela maupun

tidak, tanpa mempertimbangkan jasa individu.3®

Aristoteles  juga
membedakan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada karakter kasus
tertentu dan vonis berdasarkan pandangan komunitas hukum tertentu.3¢
Thomas Aquinas juga membagi keadilan menjadi dua kategori utama.
Pertama, keadilan umum, yang merujuk pada keadilan menurut hukum
untuk kepentingan umum. Kedua, keadilan khusus, yang berdasarkan
kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibagi lagi menjadi
tiga jenis:3’
1. Keadilan distributif, yang diterapkan dalam hukum publik secara umum.
2. Keadilan kumulatif, yang menyetarakan antara prestasi dan
kontraprestasi.

3. Keadilan vindikatif, yang berkaitan dengan pemberian hukuman atau

ganti rugi dalam kasus pidana.

35 Muhammad Tahir Laming, “Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa
Paradikma Tentang Keadilan,” Meraja journal 4, mno. 2 (2021): him. 270,
https://doi.org/10.33080/mrj.v4i2.180.

36 Subhan Amin, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat,” EL-
AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis 8, no. 1 (2019): hlm. 2-3,
https://doi.org/10.29300/jpkth.v8il.1997.

37 Ibid.
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Menurut John Rawls, keadilan merupakan standar yang diperlukan
untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan
kepentingan kolektif. Dalam bukunya 4 Theory of Justice (1971), Rawls
menjelaskan bahwa kesediaan seluruh anggota masyarakat untuk menerima
dan mematuhi aturan sosial hanya dapat terjadi jika masyarakat tersebut
tersusun dengan baik, di mana prinsip keadilan sebagai fairness menjadi
dasar bagi institusi-institusi sosial yang ada.3®

Menurut Swift, konsep fairness yang dimaksud oleh Rawls mencakup
gagasan the original position dan the veil of ignorance. Rawls berpendapat
bahwa dalam keadaan asal yang disebut sebagai posisi kebodohan, individu
tidak mengetahui tempat, status sosial, kekayaan, pengetahuan, maupun
kekuatan mereka di masyarakat. Kondisi ini memastikan bahwa tidak ada
pihak yang diuntungkan atau dirugikan. Dengan demikian, hubungan antara
individu menjadi setara, menciptakan keseimbangan di antara semua pihak
sejak awal.3?

Rawls juga mengajukan dua prinsip keadilan:*°
1. Setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar seluas

mungkin, selama kebebasan tersebut juga diberikan kepada orang lain.

Dan

8 Otniel Ogamota Mendrofa, “Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan

Hak Asasi Manusia,” Milthree Law Journal 1, no. 1 (2024): hlm. 39,

https://doi.org/10.70565/mlj.v1il.2.

39 Heru Suyanto, "Paradigma Keadilan: Konsep dan Praktik,” Jurnal Yuridis 9, no. 2 (2022):

hlm. 198.

40 Otniel Ogamota Mendrof., Op. Cit. him. 40.
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2. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa
sehingga menguntungkan mereka yang kurang beruntung, dengan
memastikan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Rawls percaya bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui prosedur
yang tidak memihak, yang memungkinkan pengambilan keputusan
berdasarkan musyawarah untuk menjamin hak dan kewajiban yang adil.
Konsep ini menegaskan pentingnya prosedur yang transparan dan inklusif
untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan. Dengan prosedur yang
transparan dan inklusif, prinsip keadilan dapat dirumuskan secara kolektif,
mencerminkan kehendak bersama yang tidak hanya berorientasi pada
kepentingan mayoritas, tetapi juga melindungi hak-hak minoritas. Rawls
menekankan bahwa hanya melalui pendekatan yang demikian, keadilan
sebagai fairness dapat terwujud dalam masyarakat, menciptakan
keseimbangan antara hak individu dan kebutuhan masyarakat secara
keseluruhan. Prosedur ini juga memastikan bahwa keputusan-keputusan
yang diambil memiliki legitimasi moral yang kuat, sehingga dapat diterima
oleh semua pihak tanpa paksaan.*!

Indonesia memiliki teori keadilan Pancasila yang memiliki ciri khas
tersendiri, berbeda dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Rawls.
Keunikan dari keadilan Pancasila mencerminkan karakter bangsa Indonesia,
yang tidak ditemukan pada bangsa lain, dengan mengedepankan nilai-nilai

ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, serta keadilan

4 Ibid,. hlm. 41.
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sosial. Konsep ini digunakan sebagai pedoman keadilan bagi masyarakat
Indonesia, yang mengutamakan hak asasi manusia berdasarkan
kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai bangsa yang religius,
Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta menjadikan
musyawarah sebagai sarana pengambilan keputusan yang berlandaskan
prinsip keadilan.*?

Karakteristik  keadilan dalam  konsep keadilan  Pancasila
diimplementasikan melalui sila ke-lima yairu keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia memberikan bukti kesamarataan bagi seluruh rakyat
Indonesia tanpa terkecuali. Keramarataan ini berarti mendapatkan keadilan,
kesamarataan sosial, kesamarataan di depan hukum, dan lain sebagainya.
Konsep keadulan Pancasila memiliki dasar religius, yang mana Ketuhanan
tidak dapat lepas dari pemikiran untuk menentukan konsep keadilan.*®

Dalam penelitian ini, teori keadilan digunakan untuk menganalisis
apakah petani yang memanfaatkan lahan untuk budidaya kangkung Lombok
telah memperoleh keadilan dari pemerintah ketika lahan tersebut diambil
alih oleh pemiliknya, serta mengeksplorasi peran pemerintah dalam
memastikan keadilan bagi para petani.

3. Sistem Perlindungan Indikasi Geografis

a. Indikasi Geografis dalam TRIPs Agreement

42 Ferry Irawan Febriansyah and Yogi Prasetyo, Konsep Keadilan Pancasila (Unmuh
Ponorogo Press, 2020), hlm. 78.
4 Ibid., hlm. 77.
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Indikasi geografis merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) yang menjadi konsep universal yang menunjukkan asal
suatu barang atau produk. Konsep perlindungan indikasi geografis pertama
kali di perkenalkan di Perancis pada awal abad ke-20 yang dikenal dengan
istilah indikasi asal. Selanjutnya pengaturan mengenai Indikasi Geografis
dimuat dalam TRIPs Agreement — WTO pada tahun 1994, tepatnya pada
article 22-24 .4

Dalam Article 22 TRIPs ayat 1 menyebutkan bahwa

“Geographical indications are, for the purposes of this

Agreement, indications which identify a good as originating in

the territory of a Member, or a region or locality in that territory,

where a given quality, reputation or other characteristic of the

good is essentially attributable to its geographical origin”

Berdasarkan article 22 tersebut, yang dimaksud dengan indikasi
geografis  berdasarkan  persetuyjuan  ini  adalah tanda  yang
mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau
daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi,
kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh
faktor indikasi geografis.*

Dalam persetuyjuan 7RIPs dilarang kepada produsen untuk
menggunakan label atau tanda (merek) terhadap barang yang di produksi

namun tidak sesuai dengan indikasi geografisnya. Larangan tersebut di

pertegas dalam article 22 ayat 2 TRIPs yang mengatakan

4 Sudaryat et al., Hak Kekayaan Intelektual (OASE MEDIA, 2010), hlm. 179.
4 OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), him. 494,
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In respect of geographical indications, Members shall provide

the legal means for interested parties to prevent: (a) the use of

any means in the designation or presentation of a good that

indicates or suggests that the good in question originates in a

geographical area other than the true place of origin in a manner

which misleads the public as to the geographical origin of the

good.”*®

Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah tindakan tindakan yang
dapat menyesatkan konsumen dan menyebabkan adanya kecurangan.
Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, negara
anggota wajib menolak dan membatalkan pendaftaran merek sebagaimana
yang ditegaskan pada article 22 ayat 3 sebagai berikut

“A Member shall, ex officio if its legislation so permits or at the

request of an interested party, refuse or invalidate the

registration of a trademark which contains or consists of a

geographical indication with respect to goods not originating in

the territory indicated, if use of the indication in the trademark

for such goods in that Member is of such a nature as to mislead

the public as to the true place of origin*’

Dalam ketentuan tersebut dikemukakan bahwa negara anggota (yang
turut meratifikasi persetujuan 7RIPs) tindakan penolakan dan pembatalan
merek tersebut apabila dimungkinkan dalam peraturan perundang-
undangan.

b. Indikasi Geografis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geogarafis

Pengaturan mengenai Indikasi Geografis di Indonesia pada awalnya di

atur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM)

46 Jbid, hlm. 495.
47 Ibid.
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tepatnya pada Pasal 56 sampai 60.* Namun pada tahun 2016, pemerintah
mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis menggantikan undang-undang sebelumnya. Menurut
Undang-Undang tersebut, indikasi geografis merupakan suatu tanda yang
menunjukkan daerah asak suatu barang atau produk yang karena faktor
lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi
dari kedua faktor tersebut yang memberikan reputasi, kualitas, dan
karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan.*®

Hak yang dimiliki oleh indikasi geografis merupakan hak eksklusif
yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang
terdaftar selama hal-hal yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas
indikasi geografis masih ada.>® Karena indikasi geografis dilindungi oleh
Menteri®!, maka dalam melakukan permohonan pendaftaran indikasi
geografis, seorang pemohon harus mengajukan permohonan kepada
Menteri dengan melengkapi persyaratan berupa dokumen deskripsi indikasi
geografis. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen

yang berisi informasi mencakup reputasi, kualitas, dan karakteristik barang

4 Sudaryat et al., Op Cit. him. 179.

49 Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,
“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang rrenunjukkan daerah asal suatu barang dan/ata.u produk
yang ku.re.ru. faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari
kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau
produk yang dihasilkan.”

50 Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,
“Hak atas Indikasi Geografis adarah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang
hak Indikas-i Geografis yang terdaftar, selama reputasi, k-ualitas, dan karakteristik yang menjadi
dasar diberikannya pelindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.”

5! Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, “Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.”
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atau produk yang terkait dengan faktor indikasi geografis dari barang atau
produk yang dimohonkan perlindungan indikasi geografisnya.>?

Setelah melakukan permohonan pendaftaran indikasi geografis,
selanjutnya akan diperiksa oleh Tim Ahli Indikasi Geografis yang terdiri
atas orang yang memiliki keahlian yang melakukan penilaian mengenai
dokumen deskripsi indikasi geografis dan akan memberikan pertimbangan
atau rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran,
pengubahan, pembatalan, pembinaan teknis atau pengawasan terhadap
indikasi geografis nasional.>® Pemohon yang dapat melakukan permohonan
indikasi geografis diantaranya:>*

1) Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu

yang mengusahakan suatu barang atau produk berupa:
a. Sumber daya alam.

b. Barang kerajinan tangan.

c. Hasil industri.

2) Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

52 Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, “Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi,
termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produi< yang terkait dengan faktor
geografis dari barar.g aanTltarf produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.”

53 Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, “Tim Ahli Indikasi Geografis adalah tim yang terdiri atas orang yang memiliki keahlian
yang melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan
pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, pengubahan,
pembatalan, pembinaan teknis dan/atau pengawasan kdikasi Geografis nasional.”

54 Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, “Untuk memperoleh pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon
Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.”
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Permohonan indikasi geografis dapat diajukan oleh pemohon yang
bertempat tinggal diluar negeri dengan mengajukan melalui kuasanya di
Indonesia apabila Indikasi Geografi tersebut telah memperoleh pengakuan
dari pemerintah negaranya atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di negara asalnya. Terdapat permohonan pendaftaran indikasi
geografis yang tidak dapat didaftarkan apabila:®°

a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-
undangn, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi,
kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan
kegunaannya.

c. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman
dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada
penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi
geografis yang sejenis.

Permohonan indikasi geografis dapat ditolak apabila dokumen

deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan

memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang

55 Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, “Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika: a. bertentangan dengan
ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban
umum; b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal
sumber, pio"." pembuatan barang, danf atau kegunaannya; dan c. merupakan nama yang telah
digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada

penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.”
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sudah terdaftar.>® Terhadap penolakan permohonan pendaftaran indikasi
geografis dapat diajukan banding kepada Komisi Banding Merek.>’
Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama tiga
bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.>®

Perlindungan indikasi geografis diberikan selama reputasi, kualitas,
dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi
geografis pada suatu produk terjaga.>® Penghapusan perlindungan indikasi
geografis dapat terjadi apabila tidak terpenuhinya ketentuan yang menjadi
dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis dan melanggar
ketentuan permohonan yang tidak dapat didaftarkan dan permohonan yang
ditolak.5°

4. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Konversi Lahan

Salah satu landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengatur hierarki perencanaan

tata ruang mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

6 Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, “Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika: a. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis
tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/ atau b. memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan
Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.”

57 Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, “Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat dimintakan
banding kepada Komisi Banding Merek.”

58 Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, “Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal penerimaan perrnohonan banding.”

5 Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, “Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik
yang menjadi dasar diberikannya pelindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.”

60 Pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, “Indikasi Geografis dapat dihapus jika: a- tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1); dan/atau b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (1) hurufa.”
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Dalam undang-undang ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk
menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang menjadi acuan dalam
pemanfaatan ruang dan pengendalian alih fungsi lahan. Namun, dengan
berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
terjadi perubahan signifikan di mana kewenangan penataan ruang lebih
banyak beralih ke pemerintah pusat, termasuk dalam penetapan norma,

standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) penataan ruang daerah.5?

Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menegaskan bahwa
lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan
berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Alih fungsi lahan
hanya diperbolehkan untuk kepentingan umum dengan persyaratan tertentu,
seperti penyediaan lahan pengganti yang setara. Pemerintah daerah berperan
dalam mengawasi dan mengendalikan alih fungsi lahan ini sesuai dengan

RTRW yang telah ditetapkan.®?

Namun, implementasi kewenangan ini di tingkat daerah sering
menghadapi tantangan, seperti minimnya kewenangan setelah adanya
sentralisasi kebijakan penataan ruang oleh pemerintah pusat melalui

Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah

6 Muhammad Ibrahim Rantau et al., “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan
Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (Studi Kasus : Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan di Provinsi Banten),” Jurnal Administrasi Politik dan Sosial 5,no. 1 (2024):
hlm. 17-28, https://doi.org/10.46730/japs.v5i1.130.

62 Lisa Novita Akadir et al., “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 7, no. 3
(2019): hlm. 477, https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.674.
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memiliki peran yang lebih terbatas dalam pengendalian pemanfaatan ruang
dan alih fungsi lahan.%® Secara keseluruhan, meskipun pemerintah daerah
memiliki kewenangan dalam mengatur konversi lahan melalui perencanaan
tata ruang dan pengawasan alih fungsi lahan, perubahan regulasi dan
sentralisasi kewenangan ke pemerintah pusat telah membatasi peran
tersebut. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang efektif antara
pemerintah pusat dan daerah serta penegakan hukum yang konsisten untuk
menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian

lahan pertanian.

G. Definisi Operasional

1. Indikasi Geografis

Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal
suatu barang atau produk karena pengaruh faktor lingkungan geografis
termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari keduanya. Hal ini
memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan menjadikan
barang atau produk tersebut memiliki nilai ekonomi.®*
2. Kangkung Lombok

Kangkung lombok merupakan salah satu varietas kangkung khas pulau
Lombok, Nusa Tenggara Barat yang menjadi bahan utama dalam Plecing

kangkung, makanan khas Lombok. Kangkung ini dikenal memiliki

63 Rantau, et al. Loc.Cit. him. 20.
%4 Erlina, et al, Loc Cit. hlm. 67.
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karakteristik unik yang membedakannya dari jenis kangkung lain, baik dalam
hal cita rasa, tekstur, maupun cara penanamannya.
H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan tesis adalah yuridis normatif, dengan
beberapa pendekatan, dan didukung dengan data empiris. Penelitian yuridis
normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan penelitian.®®
Penelitian ini melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan
subjek yang relevan, serta analisis data sekunder berupa bahan pustaka dan
bahan hukum terkait, kemudian disesuaikan dengan bahan-bahan hukum
primer melalui pendekatan normatif.
2. Objek Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yaitu analisis yuridis optimalisasi peran
pemerintah daerah dalam melindungi lahan kangkung lombok berindikasi
geografis demi kesejahteraan masyarakat, objek dari penelitian ini adalah
peningkatan peran pemerintah daerah dalam mencegah konversi lahan
pertanian kangkung lombok berindikasi geografis, serta tantangan dan peluang
yang dihadapi pemerintah daerah dalam melindungi kangkung lombok demi

kesejahteraan masyarakat.

65 Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen
Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): hlm. 20-33,
https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.
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3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah peraturan
perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan terkait
lainnya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan
mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan indikasi
geografis serta menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku guna
mengembangkan argumentasi hukum yang tepat. Fokus pendekatan ini adalah
memahami hubungan antara hukum perlindungan indikasi geografis (IG)
Kangkung Lombok sebagai produk berindikasi geografis dan bagaimana
pemerintah daerah mengelola serta melindungi aset tersebut. Selain dua
pendekatan tersebut, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif,
dengan membandingkan permasalahan yang sama dengan negara lain.
4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Penelitian ini didukung dengan data primer yang diperoleh melalui

wawancara langsung dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan

indormasi yang mendalam dan akurat. Pihak yang diwawancarai meliputi

Pejabat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi

Nusa Tenggara Barat. Sehingga penelitian ini dapat memberikan

pemahaman yang lebih komperhensif terkait upaya perlindungan indikasi

geografis terhadap kangkung lombok.
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b. Data Sekunder

Selain data primer, penelitian ini juga didukung dengan data sekunder

yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, melainkan dari

sumber literatur-literatur, kepustakaan, media internet, serta peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok masalah yang ada

di dalam penelitian ini. Penulis menggunakan beberapa sumber data yang

terbagi menjadi:

1)

2)

Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang
memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini
pernulis menggunakan peraturan perundang-undangan terkait yang
diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis, TRIPs Agreement, Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis,
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan
Intelektual Komunal dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Indikasi Geografis.

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang tidak
memiliki kekuatan mengikat secara yuridis yang kedudukannya
sebagai bahan pendukung bahan hukum primer. Dalam penelitian
ini penulis menggunakan literatur-literatur kepustakaan terkait

objek penelitian seperti buku, majalah, artikel ilmiah, tesis, dan
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laporan penelitian yang memberikan informasi serta hal-hal yang
berkaitan dengan objek penelitian. Metode yang digunakan bersifat
deduktif dengan memulai dari penjelasan yang bersifat umum,
selanjutnya semakin khusus dan menjawab rumusan masalah.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat
kualitatif dengan metode wawancara yang dilakukan dengan narasumber untuk
memperoleh informasi primer serta metode studi pustaka guna mengumpulkan
data sekunder dari berbagai sumber yang relevan.
6. Metode Analisis Data
Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan
metode analisis kualitatif dengan mengidentifikasi dan menyederhanakan data
yang relevan yang dilanjutkan dengan menyusun data dalam bentuk narasi

sehingga penelitian ini berbentuk statement atau penyataan.
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BAB 11
TINJAUAN UMUM

A. Teori Good Governance

1. Pengertian Teori Good Governance

Paulus Efendi Lotulung menyoroti terhadap dua istilah yang saling terkait
namun memiliki cakupan dan makna yang berbeda, yaitu government dan
governance. Secara tradisional, government merujuk pada lembaga atau
organisasi formal yang memiliki kewenangan tertinggi dalam syatu negara
untuk membuat dan menegakkan hukum. government berfokus pada struktur,
institusi, dan aparatur negara sebagai aktor sentral dalam penyelenggaraan
kekuasaan. Seiring dengan meningkatkan kompleksitas tantangan publik,
munculah istilah governance yang memiliki cakupan lebih luas. Governance
tidak hanya terbatas pada aktivitas lembaga pemerintah, tetapi mencakup
keselutuhan proses pengambilan keputusan dan proses implementasi ataupun
non-implementasi keputusan tersebut. Konsep ini mengakui bahwa kekuasaan
dan pengelolaan urusan publik tidak lagi dimonopoli oleh negara, namun juga
melibatkan interaksi dari berbagai aktor.®®

Pergeseran dari government menjadi governance menandai adanya
perubahan dalam memandang peran pemerintah. Pemerintah tidak lagi dilihat
menjadi satu-satinya pengendali (controller), melainkan juga menjadi salah

satu aktor utama yang berperan sebagai fasilitator, regulator, dan mitra bagi

% Lotulung, Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Korelasinya
Dengan Hukum Administrasi, Dalam Philipus M. Hadjon, et.al., Hukum Administrasi Dan Good
Governance, him. 37.
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aktor-aktor lainnya. Peters dan Pierre menegaskan bahwa good governance
haris dipahami sebagai perubahan peran dalam masyarakat serta perubahan
kapasitas untuk menjalankan kepentingan kolektif, dengan fokus pada
penggunaan jejaring, kemitraan publik-swasta, dan instrumen multi-pemangku
kepentingan dalam kebijakan publik.®’

Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan good governance sebagai “cara
kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan
ekonomi untuk pengembangan masyarakat”. Definisi ini menekankan pada
aspek-aspek yang mendukung terciptanya efisiensi ekonomi dan lingkungan
investaFsi yang kondusif, seperti kebijakan yang konssiten, birokrasi yang
profesional, penegakan hukum, dan upaya pemberantasan Kkorupsi.®®
Sementara itu, United Nations Development Programme (UNDP) memberikan
definisi yang lebih luas, mencakup dimensi politik dan administratif. Menurut
UNDP, good governance merupakan praktik penerapan kewenangan politik,
ekonomu, dan administratif untuk mengelola urusan negara di semua tingkatan.
Definisi ini secara eksplisit berfokus pada pentingnya partisipasi, hak asasi
manusia, dan interaksi sinergis antara tiga pilar utamanya, yaitu kesejahteraan
rakyat, proses pengambilan keputusan, dan tata laksana pelaksanaan

kebijaka.®°

67 Simon Mote, “Diskursus Teoritis Penerapan Good Governance Dalam Formulasi Kebijakan

Daerah,” Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP), Institut Pemerintahan Dalam
Negeri, June 30, 2020, hlm. 4, https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i1.953.

% Tri Widyawati Rahayuningsih et al., Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada

Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo, Zenodo, May 3, 2024,
hlm. 1, https://doi.org/10.5281/ZENODO.11109276.

% T Gede Made Suwanda and Muhammad Baharudin Zubakhrum Tjenreng, “Implementasi

Prinsip Good Governance dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Studi Kasus pada
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Di Indonesia, Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan good
governance sebagai “proses pengelolaan kekuasaan negara dalam penyediaan
barang dan jasa publik”. LAN menekankan bahwa wujud dari good governance
adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid, bertanggung jawab,
efisiensi, dan yang menjaga kesinergian interaksi konstruksi antara negara,
sektor swasta, dan masyarakat.”’ Definisi ini sejalan dengan pandangan para
akademisi di Indonesia. Misalnya, Mardiasmo menyatakan bahwa good
governance adalah konsep pemerintahan yang berorientasi pada pembangunan
sektor publik dengan tujuan akhir untuk mencapai peningkatan pembangunan
dan kesejahteraan publik.”* Miftah Thoha menambahkan dimensi nilai dalam
definisinya, yang menyimpulkan bahwa good governance adalah tata kelola
pemerintahan yang ditandai dengan keterbukaan, integritas, kewibawaan,
transparansi, dan akuntabilitas. Thoha memperkenalkan “moral” sebagai
elemen pengikat yang memungkinakan ketiga komponen, yaitu negara, swasta,
dan masyarakat, berinteraksi secara harmonis untuk mencapai tata kelola yang
ideal.”

Sebaliknya, bad governance atau tata kelola yang buruk dapat terjadi
apabila interaksi yang ada tidak seimbang. Misalnya, ketika negara terlalu

dominan dan monopolistik, menekan partisipasi swasta dan masyarakat sipil,

Pemerintah Daerah,” Jurnal PKM Manajemen Bisnis 5, no. 1 (2025): hlm. 274,
https://doi.org/10.3748 1/pkmb.v5i1.1298.

70 Sedarmayanti, Op. Cit. hlm. 3.

" Monica Ayu Caesar Isabela and Nibras Nada Nailufar, “Pengertian Good Governance,”
Kompas.Com, 2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/0100007 1/pengertian-good-
governance-menurut-ahli. Diakses pada Minggu 13 Juli 2025.

72 Sedarmayanti, Op.Cit. hlm. 38.
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atau ketika terjadi kolusi antara negara dan segelintir aktor swasta yang
mengabaikan kepentingan publik yang lebih luas, seperti yang sering terjadi
dalam kasus alih fungsi lahan pertanian untuk proyek properti atau industri.”
2. Prinsip Teori Good Governance
Beberapa lembaga dan para ahli telah menyusun berbagai prinsip yang
menjadi ciri dari good governance. Salah satu kerangka yang digunakan adalah
prinsip yang dikembangkan oleh UNDP. Kerangka ini mengidentifikasikan
sembilan prinsip dasar yang saling berhubungan dan dan saling memperkuat,
yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis
dan efektif.”* Prinsip-prinsip tersebut meliputi:’>
a. Partisipasi (Participation)
Setiap warga negara memiliki hak suara dalam proses pengambilan
keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan
yang sah. Partisipasi yang bermakna dibangun di atas kebebasan
berserikat dan berpendapat secara konstruktif.
b. Supremasi Hukum (Rule of Law)
Kerangka hukum harus adil dan ditegakkan tanpa pandang bulu,

terutama hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Prinsip ini

3 Akadun, “Good Governance,” Sosiohumaniora 9, no. 1 (2007): hlm. 37.
74 Risanty Risanty and Sambas Ade Kesuma, “Good University Governance: Experience from

Indonesian University,” Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah 6, no. 4 (2019):
hlm. 519, https://doi.org/10.22437/ppd.v6i4.6195.

7> Mochamad Aris Yusuf, “Pengertian Good Governance: Sejarah, Tujuan, Dan

Implementasinya,” Gramedia Blog, n.d., https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-good-
governance/. Diakses pada Senin, 14 Juli 2025.
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menuntut adanya peradilan yang independen dan aparat penegak
hukum yang profesional.

Transparansi (Transparancy)

Keputusan yang diambil dan dilaksanakan berdasarkan aturan yang
jelas dan dapat diakses publik. Transparansi diangun atas dasar arus
informasi yang bebas. Informasi yang relevan harus tersedia secara
mudah bagi mereka yang akan terpengaruh oleh kebijakan dan
keputusan tersebut.

Responsivitas (Responsiveness)

Lembaga dan proses pemerintahan harus berusaha melayani semua
pemangku kepentingan dalam jangka waktu yang wajar. Ini menuntut
pemerintah untuk peka dan cepat tanggap terhadap kebutuhan dan
aspirasi masyarakat.

Orientasi Konsensus (Consensus Orientation)

Tata kelola yang baik menjadi penengah bagi berbagai kepentingan
yang berbeda untuk mencapai konsensus yang luas mengenai apa yang
terbaik bagi kepentingan komunitas secara keseluruhan, baik dalam hal
kebijakan maupun prosedur. Di Indonesia, prinsip ini sejalan dengan
nilai musyawarah untuk mufakat.

Keadilan dan Kesetaraan (Equity and inclusiveness)

Semua warga negara, tanpa memandang latar belakang, memiliki

kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
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masyarakat yang paling rentan harus mendapat perhatian khusus untuk
memastikan mereka tidak terpinggirkan dari proses pembangunan.

g. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)
Proses dan lembaga pemerintahan harus mampu menghasilkan
keputusan dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.
Konsep efisiensi mencakup pengelolaan sumber daya alam yang
berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.

h. Akuntabilitas (Accuountability)
Para pengambil keputusan di sektor pemerintah, swasta, dan
masyarakat madani harus bertanggung jawab kepada publik dan
kepada para pemangku kepentingan institusional. Akuntasbilitas tidak
dapat ditegakkan tanpa adanya transparansi dan supremasi huku.

1. Visi Strategis (Strategic Vision)
Pera pemimpin dan masyarakat harus memiliki perspektif jangka
panjang mengenai tata kelola pemerintahan dan pembangunan
manusia, serta pemahaman tentang kompleksitas historis, budaya, dan
sosial yang mendasari perspektid tersebut.

Menurut Sedarmayanti, terdapat empat prinsip utama dalam good

governance yang mencerminkan praktik administrasi publik yang baik, yaitu:’®
a. Akuntabilitas, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab penuh

atas setiap keputusan dan kebijakan yang telah disepakati bersama.

76 Rahayuningsih et al, Loc.Cit. him 3.
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b. Transparansi, yaitu pemerintah bersifat terbuka dalam menjalankan
kebijakannya sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana
kebijakan telah dijalankan pemerintah.

c. Keterbukaan, yang mengharuskan pemerintah memberikan ruang bagi
masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun saran.

d. Supremasi hukum, yang artinya penyelenggaraan pemerintahan harus
didasarkan pada hukum yang berlaku dan dijalankan secara konsisten.

Penerapan prinsip-prinsip ini di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari

konteks sosial-budaya dan kapasitas kelembagaan. Sejumlah studi menyoroti
bahwa budaya politik yang paternalistik, di mana kepala daerah dipandang
sebagai figur sentral yang keputusannya dulit ditentang, masih kuat di banyak
daerah.”’ Paternalistik sendiri merupakan gaya kepemimpinan yang diwarnai
oleh sikap kebapakan dalam arti bersifat melindungi, mengayomi, dan
melindungi anggota organisasi yang dipimpin.’® Hal ini melemahkan semangat
partisipasi dan pengawasan. Di sisi lain, kapasitas kelembagaan pemerintah
daerah baik dari segi sumber daya manusia, teknis, maupun finansial,
seringkali terbatas untuk dapat mengimplementasikan kebijakan kompleks,”
seperti pengelolaan lahan berkelanjutan atau pengawasan indikasi geografis

secara efektif.

77 Mote, Loc.Cit. him. 7.

8 Pudjiastuti SR et al., “Budaya Paternalistik Dalam Kepemimpinan di Kasepuhan Sinar
Resmi,” Citizenship Virtues 1, no. 2 (2021): hlm. 138, https://doi.org/10.37640/jcv.v1i2.996.

7® Rantau, et al. Loc.Cit. him. 21.

55



B. Teori Keadilan

1. Pengertian Teori Keadilan

Dalam setiap sistem hukum, pemahaman mengenai teori keadilan
merupakan aspek fundamental menjadi cita-cita tertinggi. Berbagai upaya
telah dilakukan oleh para filsuf dan ahli hukum sepanjang sejarah merumuskan
dan mendefinisikan konsep ini guna mendalami maknanya yang kompleks dan
multi-dimensi. Keadilan bukan sekedar konsep abstrak, melainkan sebuah
tuntutan konkret yang menjadi landasar bagi terwujudnya harmoni,
ketenteraman, dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat.®°

Secara etimologi, istilah “keadilan” berasal dari kata dasar “adil”, yang
menurut KBBI berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-
wenang. Kata “adil” sendiri berakar dari bahasa Arab yang mengandung makna
serupa, yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang netral atau seimbang.
Definisi ini menggaris bawahi bahwa suatu keputusan dan tindakan yang adil
harus didasarkan pada norma-norma yang objektif. Namun, konsep keadilan
pada dasarnya bersifat relatif, apa yang dianggap adil oleh satu pihak belum
tentu adil oleh pihal lain, dan skalanya dapat bervariasi tergantung pada tatanan
umum yang diakui oleh suatu masyarakat.8!

Pada hakikatnya, keadilan mengatur hubungan antarmanusia, menuntut
adanya perlakuan yang selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban.

Seseorang dianggap tidak adil apabila ia memperoleh hak yang tidak selaras

80 Asis, Loc. Cit. hlm. 185.
81 Ismi Nurhayati et al., “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato,” Nusantara 1,no. 1 (2023):
hlm. 3.
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dengan kewajibannya, atau sebaliknya, dibebani dengan kewajiban yang tidak
seimbang dengan haknya.®2 Hubungan antara hukum dan keadilan bersifat
intrinsik dan tidak terpisahkan. Sebagian besar pandangan menyatakan bahwa
hukum harus digabungkan dengan keadilan agar benar-benar bermakna, sebab
tujuan akhir dari hukum adalah tercapainya rasa keadilan di tengah masyarakat.
Suatu tata hukum dan sistem peradilan tidak dapat dibentuk begitu saja tanpa
mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, karena keadilan merupakan
pengertian hakiki (constitutive element).%3
2. Keadilan Menurut John Rawls
Teori keadilan yang digagas oleh John Rawls dalam karyanya yang
berujudul “4 Theory od Justice” menandai sebuah titik balik dalam filsafat
politik pada abad ke —20. Kemunculan Rawls dianggap sebagai respons kritis
dan sistematis terhadap dua tradisi pemikiran dominan, yang menurutnya
telah gagal memberikan landasan moral yang kokoh bagi struktur dasar
masyarakat yang adil. Di lain sisi, terdapat tradisi utilitarianisme, yang
mendefinisikan keadilan sebagai upaya untuk memaksimalkan kebahagiaan
atau keuntungan dari keselutuhan jumlah orang terbanyak.8* Inti dari filsafat
Rawls adalah gagasannya yaitu Justice as Faisness yang berarti Keadilan
sebagai Kewajaran. Gagasan ini bertujuan untuk merumuskan prinsip-prinsip

keadilan yang akan disepakati oleh individu-individu yang bebas dan setara

82 Zakki Adlhiyati and Achmad Achmad, “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian
Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls,” Undang: Jurnal Hukum 2, no. 2
(2020): hlm. 414, https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431.

8 Ibid.

8 Alip Dian Pratama, “Konsep Keadilan John Rawls,” Jurnal Thenkyang 4, no. 1 (2019): him.
68.
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dalam suatu hipotesis yang adil, untuk mengatur struktur dasar masyarakat
mereka.?”

Rawls menegaskan bahwa subjek utama dari keadilan bukanlah perilaku
atau transaksi individual, melainkan the basic structure of society (struktur
dasar masyarakat). Struktur dasar ini mencakup institusi-institusi politik,
sosial, dan ekonomi yang paling fundamental, seperti konstitusi, sistem
hukum, tatanan ekonomi, dan keluarga.®® Berbagai institusi inilah yang
memberikan hak dan kewajibandasar, serta menentukan pembagian
keuntungan dari kerja sama sosial. Bagi Rawls, keadilan merupakan kebijkan
pertama dari institusi sosial, sebagaimana kebenaran bagi sistem pemikiran.
Jika institusi-institusi tersebut bertindak tidak adil, maka ia harus diganti atau
dihapuskan.?’

Dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan yang paling fundamental dan
tidak memihak, Rawls merancang sebuah eksperimen pemikiran yang
terkenal, yaitu The Original Position atau posisi awal.® Situasi ini merupakan
hipotesis dimana para pihak yang mewakili warga negara berkumpul untuk
menyepakati prinsip-prinsip keadilan yang akan mengatur masyarakat
mereka. Untuk memastikan netralitas dan kewajaran dari pilihan yang ada,

para pihak ditempatkan di posisi The Veil of Ignorance atau selubung

85 Leif Wenar, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Summer 2021, with Edward N. Zalta
(Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2021),
https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/rawls/. Diakses pada Kamis, 31 Juli 2025.

8 John Rawls, A THEORY OF JUSTICE Revised Edition (Harvard University Press, 1999),
hlm. 3, https://doi.org/10.2307/j.ctvkjb25m.

87 Ibid.

88 Aditi Sharma, “Critical Analysis of John Rawls Theory of Justice and Amartya Sen’s Idea of
Justice,” Jus Corpus Law Journal 2, no. 2 (2022): hlm. 721.
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ketidaktahuan. Dengan kondisi tidak menyadari posisi di masyarakat, baik
status sosial, kondisi ekonomi, posisi kelas kecerdasan dan semacamnya,
seseorang akan mendukung keputusan yang adil bagi semua pihak. Karena
akan ada kemungkinan bahwa pihak yang menempati posisi yang buruk, akan
membuat peraturan dan regulasi yang akan mengangkat posisi pihak tersebut.
Maka Rawls mengklaim dengan cara tersebut keadilan dapat ditegakkan.®

Rawls beragumen bahwa dari The Original Position, para pihak akan
menyepakati dua prinsip keadilan utama, yaitu Prinsip Kebebasan Dasar yang
Sama dan Prinsip Pengaturan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi. Pada prinsip
pertama, Rawls menyatakan “Setiap orang memiliki klaim yang sama dn
tidak dapat diganggu gugat atas skema kebebasan dasar yang sepenuhnya
memadai, dimana skema tersebut kompatibel dengan skema kebebasan yang
sama untuk semua”.’® Prinsip ini berarti kebebasan dasar tidak dapat
dikurangi atau dikorbankan demi keuntungan sosial atau ekonomi yang lebih
besar, seperti peningkatan PDB atau efisiensi ekonomi. Kebebasan hanya
dapat dibatasi demi kebebasan itu sendiri, misalnya untuk menciptakan sistem
kebebasan yang lebih teratur dan luas bagi semua.®?

Prinsip kedua mengatur mengenai distribusi sumber daya sosial dan
ekonomi. Prinsip ini hanya bisa berlaku apabila prinsip pertama telah

terpenuhi. Pada prinsip kedua ini Rawls menyatakan, “Ketimpangan sosial

8 Ibid. him. 720.

% Wenar, Op.Cit.

°l  “The Argument for Rawls’s Principles,” Political ~ Philosophy, 2021,
https://carneades.pomona.edu/2021{-Political/24.RawlsTwoPrinciples.html. Diakses pada Rabu, 30
Juli 2025.
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dan ekonomi harus memenuhi dua syarat. Pertama, ketimpangan tersebut
harus melekat pada jabatan dan posisi yang terbuka bagi semua orang di
bawah kondisi kesetaraan kesempatan yang adil (fair equality of opportunity).
Kedua, ketimpangan tersebut harus memberikan manfaat terbesar bagi
anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (the difference principle).”%?
3. Keadilan Pancasila

Keadilan Pancasila memiliki ciri khas yang membedakannya dari teori-
teori keadilan yang telah dibahas sebelumnya. Ia bukanlah teori liberal-
individualistik yang semata-mata menekankan pada hak-hak individu, bukan
pula teori sosialis-kolektivistik yang meniadakan hak individu demi
kolektivitas. Keadilan Pancasila adalah sebuah sintesis unik yang
mengintegrasikan dan menyeimbangkan nilai-nilai luhur yang digali dari
kepribadian bangsa Indonesia sendiri.?

Karakteristik utamanya adalah sifatnya yang integralistik, yang tercermin
dari kesatuan sila-sila Pancasila. Keadilan tidak dapat dipahami secara terpisah,
melainkan harus dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila 1),
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila 2), Persatuan Indonesia (Sila 3), dan
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan (Sila 4), yang semuanya bermuara pada

perwujudan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila 5).%*

92 Wenar, Op.Cit.
% Febriansyah dan Prasetyo, Op.Cit. 78.
% Ibid.
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Berbeda dengan teori-teori Barat yang umumnya bersifat sekuler,
Keadilan Pancasila memiliki dasar religius dan humanis yang kuat. Keadilan
berakar pada keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa (dimensi vertikal)
dan pengakuan terhadap martabat luhur manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya
(dimensi horizontal). Ini berarti bahwa tolok ukur keadilan tidak hanya terbatas
pada rasionalitas, prosedur, atau kemanfaatan material, tetapi juga mencakup
pertimbangan moral, etika, dan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan.
Keadilan harus "adil dan beradab", yang mengandung makna bahwa
pencapaiannya tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang merendahkan
harkat dan martabat manusia.®

Konsepsi Keadilan Pancasila, dengan demikian, menyediakan sebuah
kerangka keadilan agraria yang utuh dan berakar pada budaya hukum
Indonesia. Berbeda dengan teori-teori keadilan Barat yang mungkin
menawarkan kerangka universal, Keadilan Pancasila memberikan legitimasi
yang lebih kuat karena ia digali dari nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat
Indonesia (/iving law). ! Konsep-konsep seperti gotong royong, kekeluargaan,
musyawarah untuk mufakat, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban
sosial bukanlah konsep yang diimpor, melainkan nilai-nilai yang telah lama
menjadi bagian dari pandangan hidup bangsa. Penerjemahan filsafat Pancasila
menjadi norma hukum agraria yang konkret, seperti asas fungsi sosial hak atas

tanah dalam UUPA, adalah bukti nyata bagaimana sebuah solusi atas konflik

% Anna Triningsih and Oly Viana Agustine, “Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat
Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang,” Jurnal Konstitusi 16, no. 4 (2020): hlm. 837,
https://doi.org/10.31078/jk1648.
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agraria tidak perlu dicari dari luar, melainkan dapat ditemukan dengan
menggali dan merevitalisasi prinsip-prinsip keadilan yang sudah tertanam
dalam sistem hukum nasional. Hal ini memberikan landasan argumentasi yang
kokoh, baik secara yuridis maupun filosofis, untuk mempertahankan
keberlanjutan lahan pertanian demi keadilan sosial.%®

C. Sistem Perlindungan Indikasi Geografis
1. Pengertian Indikasi Geografis

Secara internasional, indikasi geografis pertama kali diperkenalkan di
Paris pada awal abad ke-20 melalui pemberian Appellation d'Origine
Controlée (AOC) pada produk lokal yang memiliki kriteria geografis tertentu
dan kriteria khusus lainnya, seperti keju Roquefort yang merupakan keju susu
domba dari trah Lacaune, Manech dan keturunan Basco-Bearnase. Dimana
hanya keju yang disimpan dalam gua-gua Combalou di wilayah Roqoeforty-
sur-Soulzon saja yang boleh diberi nama Roquefort.’

Menurut KBBI, kata “indikasi” merupakan sebuah tanda yang berbeda
atau menandakan adanya sebuah potensi, sedangkan “geografis” dalam bahasa
Yunani memiliki arti “bumi” dan “tulisan/penjelasan”. Sehingga indikasi
geografis merupakan sebuah tanda yang memiliki potensi di suatu daerah.
Faktor geografis yang dimiliki oleh satu daerah tertentu dalam satu negara

mempunyai unsur potensi dalam membentuk reputasi, kualitas, maupun

% Farida Patittingi, Prinsip Keadilan Sosial Dalam Sistem Tenurial di Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, n.d., hlm. 270.
%7 Serlika Aprita et al., HKI (Hak Kekayaan Intelektual) (PT Refika Aditama, 2024), him. 48.
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karakteristik yang dimiliki oleh suatu barangatau produk yang mnendapatkan
perlindungan indikasi geografis.%®
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis, hak atas Indikasi Geografis merupakan hak eksklusif yang
diberukan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar,
selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya
perlindungan atas indikasi geogtafis tersebut masih ada. dalam indikasi
geografis, terdapat hak-hak yang memungkinkan untuk mencegaj penggunaan
oleh pihak ketiga yang produknya tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
Perlindungan indikasi geografis menjadi penting karena merupakan hak milik
yang memiliki nilai ekonomis sehingga perlu mendapatkan perlindungan
hukum. %
Indikasi Geografis secara internasional disepakati dalam TRIPs Agreement
dalam article 22 yang menyebutkan bahwa:
“Geographical indications are, for the purposes of this
Agreement, indications which identify a good as originating in
the territory of a Member, or a region or locality in that territory,
where a given quality, reputation or other characteristic of the
good is essentially attributable to its geographical origin”
Berdasarkan article 22 tersebut, yang dimaksud dengan indikasi geografis

berdasarkan perjanjian ini adalah tanda yang mengidentifikasikan suatu

wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut

9 Ipbid. hlm, 47.
9 Ibid.
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sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang
bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor indikasi geografis.1%

Berbeda dengan Hak Merek yang dapat dimiliki secara perseorangan,
kepemilikan indikasi geografis tidak bersifat individualistik. Indikasi geografis
lebih bersifat komunalistik, yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat
daerah tertentu. Namun untuk proses pendaftarannya, diwakili oleh lembaga
yang diberikan kewenangan untuk itu. Pendaftaran tersebut diajukan kepada
Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Depastemen Kehakiman
dan HAM. 101

Indikasi geografis merupakan tanda pengenal suatu produk yang berasal
dari daerah tertentu, yang menyebabkan kualitas, reputasi, atau
karakteristiknya terkait dengan asal geografis tersebut. Untuk mendapatkan
perlindungan hukum di Indonesia, indikasi geografis harus didaftarkan kepada
Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Depastemen Kehakiman
dan HAM.192 Tanda yang dipakai sebagai indikasi geografis bisa berbentuk
etiket atau label yang menempel pada produk. Tanda ini bisa berupa nama
tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau gabungan dari unsur-

unsur tersebut. Nama tempat yang dumaksud bisa jadi nama yang tertera di

494.

139.

190 OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), him.

101 Aprita, Op.Cit. him. 49.
192 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar, 7Tth ed. (PT Alumni, 2013), hlm.
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peta geografis, atau nama yang sudah dikenal luas sebagai asal produk karena
seringnya digunakan.103

Indikasi geografis merupakan tanda pengenal yang melindungi produk
dari suatu daerah tertentu, yang mana daerah tersebut memiliki kualitas dan
karakteristik unik pada produknya. Misalnya, kopi dengan merek “Toraja”
mengacu pada ciri khas dan kualitas kopi dari daerah Tanah Toraja, yang
terkenal akan keseimbangan rasa asam dan pahitnya. Meskipun begitu,
karakteristik produk indikasi geografis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor
alam, tapi juga membutuhkan peran manusia dalam proses produksinya dapat
turut menentukan kekhasan produk tersebut.%*

Indikasi geografis memiliki dua fungsi utama. Pertama, berfungsi sebagai
alat promosi produk khas yang membawa keuntungan bagi wilayah asalnya.
Dalam hal ini, indikasi geografis melindungi produsen lokal dari pihak tak
bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan reputasi produk mereka
tanpa izin. Kedua, indikasi geografis berfungsi sebagai sumber informasi
penting bagi konsumen. Dengan adanya indikasi geografis, konsumen bisa
mengetahui asal-usul, kualitas, dan reputasi produk yang dibeli, sehingga

membantu untuk membuat pilihan yang lebih tepat sasaran.!0°

103 Ahmadi Miru, Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek
(RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 73.

104 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Sinar Grafika, 2009), hlm. 151.

105 Achmad Zen Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs (PT Alumni, 2005), hlm. 76.

65



2. Karakteristik Indikasi Geografis

Indikasi geografis merupakan salah satu rezim hak kekayaan intelektual
yang memiliki karakteristik unik, yang berakar pada hubungan intrinsik antara
suatu produk dengan tempat asalnya. Berbeda dengan HKI lainnya yang
cenderung melindungi inovasi atau kreasi individual, indikasi geografis
melindungi kualitas, reputasi, dan karakteristik kolektif yang terbentuk dari
interaksi kompleks antara lingkungan alam dan tradisi manusia di suatu
wilayah.

Karakteristik paling fundamental yang membedakan indikasi geografis
dari HKI lainnya adalah sumber keunikan produknya. Keunikan tersebut tidak
lahir dari suatu penemuan tunggal atau desain kreatif seorang individu,
melainkan dari interaksi dinamis antara dua kekuatan utama, yaitu faktir alam
dan faktor manusia. Kombinasi inilah yang menciptakan identitas produk yang
terikat erat pada suatu likasi dan sulit untuk diproduksi di tempat lain.1%®

a. Faktor Alam

Faktor alam merujuk pada seluruh kondisi lingkungan fisik dari suatu
wilayah geografis yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan,
komposisi, dan akhirnya karakteristik produk. Faktor-faktor ini disebut
sebagai fterroir dlam konteks produk pertanian. Elemen-elemen dari
faktir alam meliputi iklim dan tanah, topografi dan ketinggian, serta

sumberdaya alam yang spesifik seperti Madu Bashkir dari Rusia yang

106 Nasrianti and Muhibuddin, “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Menurut Undang
Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,” Jurnal Geuthéé: Penelitian
Multidisiplin 05, no. 02 (2022). hlm. 181.
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bernilai tinggi karena lebah mengambil nektar dari tanaman endemik
di wilayah Bashkortostan.%”
b. Faktor Manusia

Faktor manusia mencakup seluruh intervensi, keahlian, tradisi, dan
budaya yang diterapkan oleh komunitas lokal dalam mengasilkan
suatu produk. Elemen-elemen kunci yang berasal dari faktor manusia
seperti pengetahuan tradisional (7raditional Knowledge), proses
produksi dab pengolahan spesifik, serta keahlian dan budaya lokal.1%8

Interaksi antara faktor alam dan faktor manusia tersebut menciptakan
sebuah hubungan satu sama lain. Di satu sisi, terdapat produk yang sangat
ditentukan oleh faktor alam, di mana peran manusia hanya sebagai “penjaga”
produk tersebut. Di sisi lain, terdapat produk yang dihasilkan oleh keahlian
manusia, dengan faktor alam hanya sebagai penyedia bahan baku. Pada produk
pertanian, hubungan diantara keduanya tidak dapat dipisahkan.

Karakteristik indikasi geografis yang paling menonjol dan menjadi
pembeda dari rezim HKI lainnya adalah sifat kepemilikannya atas indikasi
geografis yang bersifat komunalistik atau kolektif, yang berarti
kepemilikannya melekat pada seluruh komunitas produsen di suatu wolayah
geografis secara kolektif menghasilkan produk tersebut dan menjaga standar

kualitasnya. Berbeda dengan rezim HKI lainnya yang bersifat individualistik,

197 Buku Persyaratan Indikasi Geografis: Kopi Arabika Kintamani Bali (2007).
198 Ibid.
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yang artinya kepemilikan hanya bisa dimiliki oleh satu orang atau satu

perusahaan swasta.10?

Karena memiliki sifat yang komunal, permohonan pendaftaran
perlindungan indikasi geografis tidak dapat diajukan oleh individu. Hal ini
terdapat dalam Pasal 53 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis menetapkan

bahwa pemohon harus berupa:*1©

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu.

2. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) memegang peranan
penting sebagai penjaga gerbang dan pengelola aset komunal yang ada.
Lembaga inilah yang bertanggung jawab untuk menyusun Buku Persyaratan,
menghimpun para produsen, melakukan pengawasan internal, dan memastikan
bahwa setiap produk yang menggunakan label indikasi geografis telah
memenuhi standar yang disepakati.’! Sifat kepemilikan komunal ini
menciptakan sebuah tantangan tata kelola yang unik. Pengelolaan sebuah
merek dimiliki oleh satu entitas yang dapat membuat keputusan secara efisien.
Sebaliknya, pengelolaan indikasi geografis membutuhkan mekanisme yang

melibatkan banyak pemangku kepentingan dengann potensi kepentingan yang

19 Triyono Adi Saputro and Teguh Hartono, “Sistem Perlindungan Indikasi Geografis:
Perbandingan Antara Indonesia Dan China,” Jurnal Sapientia et Virtus 8, no. 1 (2023): hlm. 173.

110 pagsal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis.

" Pandi Yusron, “Indikasi Geografis Sebagai Hak Milik Komunal Beserta Perlindungannya
Perspektif Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), hlm. 6.
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beragam.!!? Ditahap ini relevansi teori Good Governance menjadi semakin
nyata. Keberhasilan sebuah MPIG dalam mengelola hak indikasi geografis
sangat berguna pada kemampuannya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola
yang baik, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan
efektivitas.
3. Perlindungan Indikasi Geografis
a) Indikasi Geografis dalam TRIPs Agreement
Indikasi geografis merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) yang menjadi konsep universal yang menunjukkan asal
suatu barang atau produk. Konsep perlindungan indikasi geografis pertama
kali di perkenalkan di Perancis pada awal abad ke-20 yang dikenal dengan
istilah indikasi asal. Selanjutnya pengaturan mengenai Indikasi Geografis
dimuat dalam TRIPs Agreement — WTO pada tahun 1994, tepatnya pada

article 22-24 113

Dalam Article 22 TRIPs ayat 1 menyebutkan bahwa

“Geographical indications are, for the purposes of this
Agreement, indications which identify a good as originating
in the territory of a Member, or a region or locality in that
territory, where a given quality, reputation or other
characteristic of the good is essentially attributable to its
geographical origin”

Berdasarkan article 22 tersebut, yang dimaksud dengan indikasi

geografis  berdasarkan  persetujuan ini adalah tanda yang

12 Fitri Hidayat and J MT Haryono, “Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk
Potensi Indikasi Geografis di Indonesia,” Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul 10, no. 1 (2014):
hlm. 73.

"3 Hak Kekayaan Intelektual, hlm. 179.
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mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau
daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi,
kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan

oleh faktor indikasi geografis.!14

Dalam persetujuan TRIPs dilarang kepada produsen untuk
menggunakan label atau tanda (merek) terhadap barang yang di produksi
namun tidak sesuai dengan indikasi geografisnya. Larangan tersebut di
pertegas dalam article 22 ayat 2 TRIPs yang mengatakan

In respect of geographical indications, Members shall provide
the legal means for interested parties to prevent: (a) the use of
any means in the designation or presentation of a good that
indicates or suggests that the good in question originates in a
geographical area other than the true place of origin in a
manner which misleads the public as to the geographical origin

of the good.”**>

Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah tindakan tindakan yang
dapat menyesatkan konsumen dan menyebabkan adanya kecurangan.
Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, negara
anggota wajib menolak dan membatalkan pendaftaran merek sebagaimana
yang ditegaskan pada article 22 ayat 3 sebagai berikut

“A Member shall, ex officio if its legislation so permits or at the
request of an interested party, refuse or invalidate the
registration of a trademark which contains or consists of a
geographical indication with respect to goods not originating
in the territory indicated, if use of the indication in the
trademark for such goods in that Member is of such a nature as
to mislead the public as to the true place of origin ’*1®

114 OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), him.
494,

15 Ibid, hlm. 495.

116 Ipid.
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Dalam ketentuan tersebut dikemukakan bahwa negara anggota (yang
turut meratifikasi persetujuan TRIPs) tindakan penolakan dan pembatalan
merek tersebut apabila dimungkinkan dalam peraturan perundang-
undangan.

b) Indikasi Geografis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geogarafis

Pengaturan mengenai Indikasi Geografis di Indonesia pada awalnya
di atur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
(UUM) tepatnya pada Pasal 56 sampai 60.'” Namun pada tahun 2016,
pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis menggantikan undang-undang sebelumnya.
Menurut Undang-Undang tersebut, indikasi geografis merupakan suatu
tanda yang menunjukkan daerah asak suatu barang atau produk yang
karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia
atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan reputasi,
kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang
dihasilkan.!18

Hak yang dimiliki oleh indikasi geografis merupakan hak eksklusif

yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang

7 Sudaryat et al., Op Cit. him. 179.

18 Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang rrenunjukkan daerah asal suatu barang
dan/ata.u produk yang ku.re.ru. faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia
atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu
pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”
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terdaftar selama hal-hal yang menjadi dasar diberikannya perlindungan
atas indikasi geografis masih ada.!'® Karena indikasi geografis dilindungi
oleh Menteri'?°, maka dalam melakukan permohonan pendaftaran indikasi
geografis, seorang pemohon harus mengajukan permohonan kepada
Menteri dengan melengkapi persyaratan berupa dokumen deskripsi
indikasi geografis. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu
dokumen yang berisi informasi mencakup reputasi, kualitas, dan
karakteristik barang atau produk yang terkait dengan faktor indikasi
geografis dari barang atau produk yang dimohonkan perlindungan indikasi
geografisnya.!?!

Setelah melakukan permohonan pendaftaran indikasi geografis,
selanjutnya akan diperiksa oleh Tim Ahli Indikasi Geografis yang terdiri
atas orang yang memiliki keahlian yang melakukan penilaian mengenai
dokumen deskripsi indikasi geografis dan akan memberikan pertimbangan

atau rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran,

pengubahan, pembatalan, pembinaan teknis atau pengawasan terhadap

19 Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, “Hak atas Indikasi Geografis adarah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada
pemegang hak Indikas-i Geografis yang terdaftar, selama reputasi, k-ualitas, dan karakteristik yang
menjadi dasar diberikannya pelindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.”

120 Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, “Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.”

121 Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, “Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi,
termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor
geografis dari barar.g aanTltarf produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.”

72



indikasi geografis nasional.’?> Pemohon yang dapat melakukan
permohonan indikasi geografis diantaranya:!?3

1) Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu

yang mengusahakan suatu barang atau produk berupa:
a. Sumber daya alam.

b. Barang kerajinan tangan.

c. Hasil industri.

2) Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Permohonan indikasi geografis dapat diajukan oleh pemohon yang
bertempat tinggal diluar negeri dengan mengajukan melalui kuasanya di
Indonesia apabila Indikasi Geografi tersebut telah memperoleh pengakuan
dari pemerintah negaranya atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di negara asalnya. Terdapat permohonan pendaftaran indikasi
geografis yang tidak dapat didaftarkan apabila:!?*

a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-

undangn, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

122 Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, “Tim Ahli Indikasi Geografis adalah tim yang terdiri atas orang yang memiliki keahlian
yang melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan
pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, pengubahan,
pembatalan, pembinaan teknis dan/atau pengawasan kdikasi Geografis nasional.”

123 Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, “Untuk memperoleh pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon
Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.”

124 Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, “Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika: a. bertentangan dengan
ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban
umum; b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal
sumber, pio"." pembuatan barang, danf atau kegunaannya; dan c. merupakan nama yang telah
digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada
penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.”
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b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi,
kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan
kegunaannya.

c. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman
dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada
penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi
geografis yang sejenis.

Permohonan indikasi geografis dapat ditolak apabila dokumen
deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan
memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang
sudah terdaftar.'>® Terhadap penolakan permohonan pendaftaran indikasi
geografis dapat diajukan banding kepada Komisi Banding Merek.!?
Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama
tiga bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.*?’
Perlindungan indikasi geografis diberikan selama reputasi, kualitas,

dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi

geografis pada suatu produk terjaga.'?® Penghapusan perlindungan

125 Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, “Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika: a. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis
tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/ atau b. memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan
Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.”

126 Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, “Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat dimintakan
banding kepada Komisi Banding Merek.”

127 Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, “Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal penerimaan perrnohonan banding.”

128 Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, “Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik
yang menjadi dasar diberikannya pelindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.”
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indikasi geografis dapat terjadi apabila tidak terpenuhinya ketentuan yang
menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis dan
melanggar ketentuan permohonan yang tidak dapat didaftarkan dan
permohonan yang ditolak.'?°
¢) Indikasi Geografis dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat

Mekanisme perlindungan hukum indikasi geografis bertranformasi
dari proteksi hukum menjadi sebuah rangkaian manfaat yang dapat
mendorong pentingkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan
memberikan hak eksklusif dan mencegah pemalsuan, indikasi geografis
secara efektif merubah sebuah produk yang sebelumnya merupakan aset
tak berwujud, menjadi aset perdagangan yang dapat dikelola dan
dilindungi sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah.'** Label
indikasi geografis sendiri berfungsi sebagai petunjuk kualitas, keaslian,
dan reputasi yang kuat bagi konsumen.'*! Jaminan ini mengurangi adanya
kekeliruan informasi di pasar dan membangun kepercayaan konsumen,
yang pada gilirannya memungkinkan produsen menetapkan harga lebih

tinggi dibandingkan produk sejenis tanpa sertifikasi.'>* Proses sertifikasi

129Lihat Pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, “Indikasi Geografis dapat dihapus jika: a- tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1); dan/atau b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (1) huruf a.”

30 Nizar Apriansyah, “Perlindungan Indikasi Geografis dalam Rangka Mendorong
Perekonomian Daerah,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 4 (2018): 526,
https://doi.org/10.3064 1/dejure.2018.V18.525-542.

1 Sri Lestari Rahayu et al., “Optimalisasi Perlindungan Hukum Hak Indikasi Geografis
Produk Masyarakat Adat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” Jurnal Hukum
dan Pembangunan Ekonomi 11, no. 2 (2023): 323, https://doi.org/10.20961/hpe.v11i2.82670.

132 Ibid. hlm. 324

75



dan pengawasan yang melekat pada sistem indikasi geografis memastikan
terjaganya kualitas suatu produk, sehingga mempertahankan kepercayaan
pasar dan justifikasi harga premium dalam jangka panjang.

Penerapan indikasi geografis membawa dampak yang bersifat
komprehensif dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat lokal. Tidak hanya mendorong pada peningkatan nikai jual
produk, tetapi keberadaan label indikasi geografis juga memperkuat daya
tarik pasar yang berpotensi menciptakan kesempatan kerja di tingkat
daerah. Reputasi yang terbangun melalui perlindungan indikasi geografis
juga turut berperan dalam pengembangan agrowisata serta memperkokoh
identitasmerek daerah. Mekanisme ini menstimulasi upaya pemeliharaan
produk dengan mendorong penerapan praktik pertanian berkelanjutan dan
pelestarian lingkungan, sehingga menjamin keberlangsungan sumber daya
dalam jangka panjang.

Salah satu produk indikasi geografis yang membawa dampak besar
terhadap daerahnya adalah Madu Sumbawa. Dalam kurun waktu lima
tahun setelah sertifikasi indikasi geografis, jumlah pengumpul madu di
Sumbawa dilaporkan meningkat hingga lima kali lipat. Pada periode yang
sama, harga madu di tingkat produsen mengalami kenaikan hingga 40%.!%3
Data tersebut merupakan bukti langsung yang sangat meyakinkan
mengenai dampak ekonomi langsung yang dirasakan oleh para pelaku

usaha di tingkat daerah. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat

133 Ibid. hlm. 323.
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penghasil produk indikasi geografis dapat dicapai melalui pemeliharaan

reputasi produk tersebut. Oleh karena iru, baik masyarakat maupun

pemerintah daerah yang memiliki produk indikasi geografis berkewajiban

untuk membertahankan kualitas dan karakteristik yang mendasari

pemberian hak indikasi geografis.!'3*
D. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Konversi Lahan

Landasan utama kewenangan pemerintah daerah di Indonesia tertuang dalam
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945). Pasal ini mengamanatkan bahwa Negara Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi, dan daerah provinsi tersebut dibagi menjadi kabupaten dan kota,
yang mana di tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintah daerah
yang diatur oleh undang-undang. Hal tersebut menjadi dasar konstitusional bagi
penyelenggaraan otonomi daerah, yang secara teoritis merupakan pelimpahan
sebagian kewenangan daei pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk
mengatur dan mengurus sendiri utusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
pembantuan. 3>
Urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah

dibagi menjadi tiga kategori, yaitu urusan pemerintahan absolut yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat, wurusan pemerintahan konkuren yang
kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi

serta Kabupaten/Kota, dan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan

134 Ibid.

135 Dian Kus Pratiwi, “Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan
Implikasinya Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang,” Universitas Islam Indonesia, October 2022, hlm. 31.
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Presiden sebagai kepala pemerintahan.3® Penataan ruang dan pertanahan termasuk
dalam kategori urusan pemerintahan konkuren. Dimana kewenangan untuk
merencanakan, memanfaatkan, dan mengendalikan pemanfaatan ruang, termasuk
di dalamnya pengendalian konversi lahan, merupakan tanggung jawab bersama
yang pelaksanaannya dibagi secara hierarki antara pemerintahan pusat, provinsi dan
kabupaten/kota.3’

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengendalikan konversi lahan
merupakan wujud langsung dari pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di
bidang penataan ruang. Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, kerangka hukum
yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengendalikan konversi
lahan pertanian adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (UU Penataan Ruang), yang mengatur pemanfaatan ruang secara umum, dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan, yang memberikan perlindungan spesifik dan lebih kuat
terhadap lahan pertanian.

UU Penataan Ruang menempatkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun
kabupaten/kota, sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan penataan ruang di
wilayahnya. Kewenangan ini diwujudkan melalui serangkaian peraturan,
pembinaan, pelaksanaan, dan pengadaan penataan ruang. Faktor utama yang
menjadi wujud kekuasaan pemerintah daerah adalahh kewenangan untuk

menyusun, menetapkan, dan memberlakukan Rencana Tata Ruang Wilayah

136 Ibid. hlm. 32
137 Muslimah Hayati, Kewenangan Pengelolaan Tata Ruang Berbasis Lingkungan Pasca
Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, 10, no. 2337 (2022): hlm. 68.
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(RTRW) melalui peraturan daerah (Perda). RTRW sendiri berfungsi sebagai
dokumen yang mengalokasikan ruang untuk berbagai kepentingan pembangunan.
Di dalamnya berisi pembagian struktur ruang dan pola ruang yang membagi eilayah
menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya tersebut yang
kemudian di peruntukan wilayah pertanian, perumahan, industri dan lain-lain.
Dengan demikian, RTRW menjadi dasar acuan hukuum untuk mengikat seluruh
pemangku kepentingan dalam pemanfaatan ruang dan menjadi dasar pengendalian
alih fungsi lahan.!38

UU Penetapan Ruang yang bersifat umum dinilai belum mampu secara efektif
menghambat tingginya laju konversi lahan pertanian.. oleh karena itu, pemerintah
kemudian mengesahkan UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(PLP2B) sebagai lex specialis yang memberikan perlindungan yang lebih tegas dan
terarah terhadap keberlangsungan lahan pertanian pangan.3° Prinsip utama dari UU
PLP2B adalah larangan mutlak terhadap alih fungsi lahan yang telah ditetapkan
sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pengecualian hanya
dimungkinkan untuk dua alasan yang sangat terbatas. Pertama, pengadaan tanah
untuk kepentingan umum. Kedua, jika terjadi bencana alam. Bahkan untuk
kepentingan umum, alih fungsi harus melalui serangkaian proses ketat, termasuk

dilakukannya kajian kelayakan strategis, adanya rencana alih fungsi lahan, dan

138 Juniarso Ridwan and Achmad Sodik, Hukum Tata Ruang: Dalam Konsep Kebijakan
Otonomi Daerah (Nuansa Cendikia, 2016), hlm. 44.

139 Gilang Pramudia, “Kajian Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian,” Kementerian Pertanian
1, no. 1 (2021): him. 24.
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yang terpenting adalah adanya kewajiban penyediaan lahan pengganti terhadap

lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.4

E. Perbandingan Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Konversi

Lahan di Indonesia dengan Prancis dan India
1. Prancis

Konsep yang digunakan Prancis dalam sistem perlindungan indikasi
geografis di negaranya adalah konsep terroir. Istilah terroir tidak memiliki
kesamaan kata yang tepat dalam bahasa lainn namun dapat diartikan sebagai
ekosistem yang ditandai oleh beberapa faktor termasuk kondisi iklim lokal,
geografi, dan topografi dengan faktor manusia, seperti tradisi, pengetahuan
tradisional, dan teknik budidaya yang diwariskan secara turun-temurun.!4!
Dalam Anggur Bordeaux, terroir merupakan esensi yang memberikan karakter
khas pada anggur yang dihasilkan di suatu chateau atau sub-wilayah tertentum
yang tidak dapat direplika di tempat lain.!4?

Berbeda dengan sistem indikasi geografis di negara-negara lain, dalam
sistem Appellation d'Origine Controlée (AOC) Prancis, yang disahkan melalui

undang-undang pada 30 Juli 1935, yang secara yuridis mengkodifikasikan

140 FX Sumarja et al., “Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca
Undang-Undang Cipta Kerja,” SASI 27, no. 4 (2021): hlm. 496,
https://doi.org/10.47268/sasi.v2714.562.

14l Enrico Bonadio et al., “Geographical Indications Between the Old World and the New
World, and the Impact of Migration,” GRUR International 73, no. 1 (2024): hlm. 3,
https://doi.org/10.1093/grurint/ikad122.

142 Agriculture and rural development, “Bordeaux PDO,” European Commision, n.d.,
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-
schemes/geographical-indications-food-and-drink/bordeaux_en. Diakses pada Sabtu, 23 Agustus
2025.
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konsep ferroir ini.**® Sebuah produk yang menyandang status AOC, seperti
anggur bordeaux tidak hanya dijamin berasal dari wilayah geografis yang telah
ditetapkan, tetapi juga harus memenuhi serangkaian aturan produksi yang
ketat. Aturan ini mencakup segala aspek, mulai dari jenis varietas anggur yang
diizinkan, metode pemangkasan, kepadatan tanam, hingga teknik pembuatan
anggur. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap botol anggur secara
otentik merefleksikan ferroir asalnya.l** Dalam sistem Prancis, perlindungan
terhadap lahan bukan hanya merupakan konsekuensi secara tidak langsung,
melainkan menjadi inti dari perlindungan itu sendiri. Menjaga kualitas dari
lahan pertanian, seperti komposisi tanah, drainase, serta paparan sinar matahari
dianggap sama pentingnya seperti menjaga nama “Bordeaux” dari pemalsuan.
Sejarah dari sistem ini diawali dari klasifikasi informasi pada Pameran
Universal 1855 atas permintaan Napoleon III dan kemungkinan diformalkan,
menunjukkan evolusi menuju regulasi produk yang semakin terkontrol dan
terikat pada wilayah.14°

Dalam pengelolaan sistem tersebut, Prancis membentuk sebuah lembaga
pusat yang disebut Institut National de I'Origine et de la Qualité (INAO).
Lembaga ini didirikan pada tahun 1935 yang merupakan lembaga publik di

bawah kementerian Pertanian yang bertindak sebagai penjaga dan pengawas

143 The Lock-Keeper Blog, “A Complete Guide to France’s AOC: What It Means and Why It

Matters,” European Waterways, n.d., https://www.europeanwaterways.com/blog/complete-guide-
to-appellation-origine-controlee-aoc/. Diakses pada Sabtu, 23 Agustus 2025.

144 “Bordeaux Wines’ Appellations for Beginners,” BORDEAUX MAGAZINE (USA), January

2019, https://www.bordeaux.com/us/Bordeaux-Magazine-US/Journal/Bordeaux-wines-
appellations-for-beginners. Diakses pada Sabtu, 23 Agustus 2025.

145 Agriculture and rural development. Op.Cit.
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utama integritas seluruh AOC di Prancis.*® Melalui lembaga ini, negara
memiliki keterlibatan secara aktif dalam mendefinisikan dan menegakkan
standar kualitas terhadap karakteristik geografis. Hal ini menunjukkan sebuah
pendekatan tata kelola yang sentralistik yang berbasis keahlian, di mana
perlindungan indikasi geografus dikelola sebagai aset nasional yang strategis,
bukan sekadar diserahkan pada mekanisme pendaftaran pasif.14’

Meskipun memiliki sistem perlindungan yang kuat, lahan anggur
Bordeaux tidak kebal terhadap ancaman konversi. Ancaman paling signifikan
adalah ekspansi perkotaan dari kotra metropolitan Bordeaux yang terus
berkembang. Seiring dengan pertumbuhan dan pemintaan akan perumahan
sertu ruang komersial, lahan di pinggiran kota menjadi target utama
pembangunan.’*® Tekanan ini menciptakan dorongan finansial yang sangat
besar bagi pemilik tanah di perbatasan antara kawasan perkotaan dan pedesaan
untuk menjual lahan kepada pengembang. Fenomena ini merupakan tantangan
universal di mana ruang kota yang berkembang banyak memakan lahan
pertanian di sekitarnya, sebuah proses yang pada dasarnya bersifat tidak dapat

diubah.#

146 “History of INAO,” Institut National de I'Origine et de La Qualité (Prancis), n.d.,
https://www.inao.gouv.fr/histoire. Diakses pada Minggu, 24 Agustus 2025.

147 “Expressing a Link to the Land: Three New Geographical Indications Approved by the
INPL” Beau de Loménie’s (Prancis), January 2021, https://www.bdl-ip.com/ja/2021-01-expressing-
a-link-to-the-land-three-new-geographical-indications-approved-by-the-inpi/. Diakses pada
Minggu, 24 Agustus 2025.

148 Shuming Rao, “Exploring Urban Terroir: Placemaking, Character, Identity and Sustainable
Urbanism” (KTH Royal Institute Technology, 2024), hlm. 5-6, https://kth.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1911974/FULLTEXTO1.pdf.

149 Katarzyna Kocur-Bera and Adrian Pszenny, “Conversion of Agricultural Land for
Urbanization Purposes: A Case Study of the Suburbs of the Capital of Warmia and Mazury, Poland,”
Remote Sensing 12, no. 14 (2020): hlm. 3, https://doi.org/10.3390/rs12142325.
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Dengan adanya ancaman terhadap konversi lahan, Prancis menciptakan
sebuag instrumen kelembagaan yang kuat, yaitu Société d'aménagement
foncier et d'établissement rural (SAFER). SAFER merupakan serangkaian
perusahaan swasta nirlaba yang didirikan berdasarkan undang-undang
orientasi pertanian pada tahun 1960 dan beroperasi di bawah pengawasan
pemerintah (Kementerian Pertanian dan Keuangan).!® Misi publik utama
SAFER adalah untuk meregulasi pasar tanah pedesaan demi kepentingan
umum, misi ini mencakup beberapa pilar utama, yaitu (1) optimalisasi sektor
pertanian dan kehutanan; (2) mendorong pertumbuhan ekonomi lokal; (3)
keterlibatan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan; dan (4) menegakkan
prinsip transparansi dalam pasar tanah pedesaan.!’! Pada dasarnya, SAFER
berfungsi sebagai landbank yang dapat membeli, menahan, dan menjual
kembali properti pedesaan untuk mencapai tujuan publik.'>?

Berdasarkan hukum yang berlaku, setiap notaris di Prancis wajib
memberitahukan SAFER regional mengenai setiap rencana penjuaan properti
pedesaan, baik lahan, pertanian, hutan, dan lainnya, selambat-lambatnya dua
bulan sebelum transaksi selesai. Setelah menerima notifikasi, SAFER memiliki
hak untuk mengintervensi dan membeli properti terseut dengan harga yang
telah disepakati antara penjual dan calon pembeli awal. Hak ini dapat

digunakan jika SAFER menilai bahwa penjualan tersebut berpotensi

150 Frenchland, “The Safer Group,” Frenchland (Paris), nd.,
https://www.frenchland.com/page/qui-sommes-nous-en_24.htm. Diakses pada Minggu, 14
September 2025.

151 Kirsteen Shields, Review of France’s SAFER Land Market Interventions, Commissioned
Report (Scottish Land Commission, 2023), hlm. 14.
152 Ibid. hlm. 7.
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bertentangan dengan misi publik yang ada. Setelah mengakuisisi lahan,
SAFER akan menjual kembali melalui proses tender publik kepada pembeli
proyek yang dinilai paling sesuai dengan tujuan pertanian dan tata ruang
daerah.!

Alasan penulis memilih Prancis karena perlindungan lahan indikasi
geografis di Prancis memperlihatkan sebuah pemahaman yang mendalam dan
matang bahwa perlindungan yang efektif memerlukan lebih dari sekedar
legislasi HKI. Keberhasilan Prancis terletak pada penciptaan sebuah ekosistem
kebijakan yang terintegrasi, yang mana hukum kekayaan intelektual dan
regulasi pasar tanah tidak berjalan secara terpisah, melainkan bekerja sama
untuk mencapai tujuan yang sama. Dengan adanya sistem AOC meningkatkan
nilai pertanian lahan dan memberikan insentif ekonomi, sementara SAFER
menyediakan jaring pengaman untuk mencegah lahan tersebut hilang ditengah
tekanan pasar yang ekstrem.

2. India

India mengesahkan kerangka hukum sui generis untuk melindungi
indikasi geografis melalui Geographical Indications of Goods (Registration
and Protection) Act, 1999 (selanjutnya disebut GI Act), yang mulai berlaku
pada september 2003. Undang-undang ini sibuat sebagai bagian dari kewajiban

India untuk mematuhi TRIPs Agreement.*>* Gi Act bertujuan untuk melindungi

produksi yang berasal dari pedesaan di mana para produsen tidak dapat

153 Ibid. hlm. 23.

154 Jayanta Ghosh et al., “Geographical Indication (GI) Laws in India and Its Implementation:
A Critical Appraisal,” Journal of Intellectual Property Rights 30, no. 3 (2025): hlm. 304,
https://doi.org/10.56042/jipr.v30i3.9953.

84



menginvestasikan produk mereka dalam merek karena kurangnya pemasaran,
infrastruktur, serta kurangnya kesadaran hukum. Dengan demikian akan
melestarikan warisan tradisional daerah tersebut.'> Setelah undang-undang
tersebut di sahkan, Tea Board of India mengajukan perlindungan indikasi
geografis terhadap Teh Darjeeling pada Oktober 2004. Maka dengan begitu Teh
Darjeeling memegang status istimewa sebagai produk pertama yang
didaftarkan dibawah undang-undang ini.?>®

Tea Board of India (Dewan Teh India) merupakan badan yang didirikan di
bawah Tea Act 1953, dengan mandat untuk mengatur dan mengembangkan
industri tee india secara keseluruhan yang dibudidayakan di 87 kebun di
wilayah Darjeeling. Sebagai pemilik perlindungan indikasi dari Teh Darjeeling,
Tea Board telah menunjukkan efektivitas yang luas biasa dalam melindungi
nama dan logo dari Darjeeling di pasar internasional. Selama bertahun-tahun,
lembaga ini telah mengambil tindakan hukum dalam lebih dari 15 kasus
penggunaan yang tidak sah dan pelanggaran terhadap Darjeeling.’®” Dalam
memastikan keaslian produk, 7ea Board menerapkan sistem integritas rantai
pasok yang terkomputerisasi, yang mendata sejak dari pemetikan daun teh,

pengolahan, hingga penjualan.>®

155 Yashna Walia and Shreya Kumar, “The Succes And Failure of GI Tag in India: A Critical
Analisys of The Working of Geograohical Indications of Goods (Registration and Protection) ACT,
1999,” E- Journal of Academic Innovation and Research in Intellectual Property Assets (E-
JAIRIPA) 1, no. 1 (2020): hlm. 211.

156 Ibid. hlm. 221

157 Vandana Mahalwar, “The GI Dispute over ‘Darjeeling’ Tea,” IJFANS 11, no. 12 (2022):
hlm. 18.

158 Ibid.
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Salah satu yang menjadi hal paling krusial yang membentuk dinamika di
Darjeeling adalah sistem kepemilikan lahan. Seluruh 87 kebun teh di
Darjeeling secara permanen dimiliki oleh Pemerintah Negara Bagian Bengala
Barat. Perusahaan-perusahaan perkebunan, baik swasta maupun BUMN hanya
beroperasi sebafai penyewa dengan kontrak jangka panjang, dengan kurun
waktu 30 hingga 99 tahun, yang hak penyewaan tersebut dapat diperpanjang
atau dialihkan.’® Sistem ini memiliki implikasi yang mendalam. Pertama,
keputusan mengenai pemanfaatan lahan pada akhirnya tidak hanya bergantung
pada profitabilitas perusahaan penyewa, tetapi juga pada kebijakan pemerintah
negara bagian sebagai pemilik lahan. Kedua, para pekerja dan keluarganya
yang telah tinggal dan bekerja di perkebunan tersebut selama beberapa generasi
tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah tempat mereka tinggal. Mereka
tidak memiliki parja-patta atau sertifikat hak atas tanah, membuat posisi
mereka sangat rentan. Ketiadaan hak atas tanah ini membatasi kemampuan
mereka untuk mengakses kredit, menghambat mobilitas sosial, dan
menempatkan mereka dalam posisi tawar yang sangat lemah terhadap
manajemen perkebunan.6©

Saat ini, sektor pariwisata di Darjeeling mengalami perkembangan pesat
dan menjadi motor utama perekonomian. Kondisi tersebut menimbulkan apa

yang dikenal sebagai efek Dutch Disease, yakni ketika keberhasilan suatu

159 Tarit Kumar Datta, Quality Linked to Geographical Origin and Geographical Indications:
Lessons Learned from Six Case Studies in Asia (FAO Regional Office for Asia and the Pacific,
2010), hlm. 116.

190 Yashoroop Dey, Stagnating Between Tea and Tourism: How The Darjeeling Hills May Have
Caught The Dutch Disease, Issue Brief (Social and Policy Research Foundation, 2024), hlm. 6.
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sektor—dalam hal ini pariwisata—secara tidak langsung menekan sektor lain,
yaitu produksi Teh Darjeeling.'®! Peralihan sumber daya seperti lahan, tenaga
kerja, dan modal lebih banyak diarahkan ke pariwisata karena menawarkan
keuntungan yang lebih cepat dan tinggi. Akibatnya, banyak lahan perkebunan
teh dialihfungsikan menjadi penginapan murah, sementara pekerja kebun teh
beralih ke pekerjaan informal di bidang perhotelan. Situasi ini memunculkan
insentif ekonomi yang kuat untuk mengkonversi lahan perkebunan teh menjadi
fasilitas pariwisata.®2

Dalam kasus Teh Darjeeling menggambarkan situasi ketika perlindungan
hukum terhadap indikasi geografis di tingkat eksternal berhasil dijalankan
dengan baik, namun fondasi sosial-ekonomi yang menopang keberlangsungan
produk justru diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan indikasi
geografis hanya dipandang sebagai instrumen anti pemalsuan, tidak memadai
untuk menjamin kelestarian produk berbasis lahan ketika keberlanjutan
ekonominya terancam. Disini bisa dilihat bahwa kerangka hukum India, GI Act
dan lembaga penegaknya, Tea Board, sangat efektif dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan, yaitu mencegah penyalahgunaan nama Teh Darjeeling
di pasar global. Hal ini berhasil melindungi harga premiym dan kepercayaan
konsumen di tingkat internasional. Namun, perlindungan hukum ini tidak
menyentuh akar permasalahan bisnis yang dihadapi oleh para produsen, yaitu

biaya produksi yang tinggi, persaingan harga pasar yang ketat, dan ketiadaan

161 Ibid. hlm. 4.
192 Ibid. hlm. 6.
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hak atas tanah bagi pekerja. Hal ini bisa menjadikan indikasi geografis hanya

sekadar cangkang kosong, sebuah merek yang melindungi nama, sementara

substansi di baliknya terkikis dari dalam.
F. Perspektif Hukum Islam Dalam Konversi Lahan Terhadap Lahan

Indikasi Geografis

Dalam membangun argumentasi hukum Islam yang solid harus diawali dari
pemahaman fundamental mengenai status Indikasi Geografis sebagai sebuah
bentuk kekayaan (mal). Banyak ulama yang telah membahas mengenai status HKI
dan cenderung mengakuinya sebagai harta yang sah dan wajib dilindungi, karena
mengandung nilai manfaat dan ekonomi. Namun, indikasi geografis memiliki
karakteristik yang membedakannya dari HKI lain.'®3 Pada hakikatnya, indikasi
geografis termasuk kedalam kekayaan intelektual komunal (KIK). Nilai, reputasi,
dan kualitas produk indikasi geografis seperti kangkung lombok tidak lahir dari
inovasi satu individu, melainkan dari berbagai elemen kolektof yang terikat pada
geografis tertentu. FElemen-elemen tersebut meliputi sumber daya alam,
pengetahuan tradisional yang diwariskan turun temurun, serta repitasi yang
dibangun bersama oleh seluruh komunitas produsen. '

Adanya perlindungan indikasi geografis bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan dari pemegang indikasi geogradis melalui sistem perdagangan yang

sehat dan persaingan usaha yang jujur. Pada tertinggi dari hubungan kepemilikan

163 Rahmadany Rahmadany et al., “Implementation of Intellectual Property Rights Waqfin The
Urban Society of Medan Based On Maqasid Shariah,” Akademika : Jurnal Pemikiran Islam 29, no.
1 (2024): hlm. 13-26, https://doi.org/10.32332/akademika.v29i1.7530.

164 Yunita Maya Putri et al., “Communal Rights as the Hegemony in Third World Regime: An
Indonesian Perspective,” Indonesian Journal Of International Law 19, no. 2 (2022): him. 299,
https://doi.org/10.17304/ijil.vol19.2.5.
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tersebut adalah jaminan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum atas HKI
kepada pemegang indikasi geografis, sehingga pemegang indikasi geografis dapat
memanfaatkan potensi ekonomi dari indikasi geografis terdaftar dengan bantuan

165 Dalam perspektif Islam, keadilan dimaknai sebagai segala perbuatan

negara.
yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan untuk
meningkarkan kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia. Jumhur ulama
sepakat bahwa al-maslahah dapat menjadi dasar penetapan hukum pada hal-hal di
luar ranah ibadah. Secara etimologis, kata maslahah berasal dari kata al-salah yang
berarti kebaikan dan manfaat, sedangkan bentuk a/-maslahah merujuk pada sesuatu
yang memiliki banyak kebaikan dan manfaat. Lawan katanya adalah al-mafsadah,
yaitu sesuatu yang banyak mengandung keburukan. Secara terminologis, maslahah
diartikan sebagai upaya mengambil manfaat dan menolak mudarat (bahaya) demi
menjaga tujuan syariah (magashid al-syariah), yang meliputi perlindungan agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, setiap aktivitas yang bertujuan
memelihara kelima aspek tersebut termasuk dalam kategori maslahah.*%

Prinsip paling dasar dalam yurisprudensi Islam adalah pengakuan atas
kepemilikan absolut (4/-Milkiyyah Al- Mutlagah) Allah SWT. atas segala sesuatu
di langit dan di bumi. Al-Qur’an dalam berbagai ayatnya menegaskan bahwa
manusialah yang menjadi pewaris bumi, namun kepemilikan hakiki tetap berada di

tangan Sang Pencipta. Konsekuensi dari prinsip tauhid ini adalah bahwa hak milik

165 Almusawir et al., Hukum Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal (Pusaka Almaida, 2022),
hlm. 52.
166 Ihid. hlm. 68-69.
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manusia bersifat relatif, derivatif, dan fungsional.’®” Manusia diposisikan sebagai
wakil atau penhelola dimuka bumi, yang diberikan mandat untuk memakmurkan
dan menjaga kelestariannya, bukan mengeksploitasi dan merusaknya.'®® Dengan
demikian, setiap hak kepemilikan yang diakui oleh syariat pada hakikatnya adalah
sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Penggunaan hak milik tersebut
tidak boleh bertentangan dengan Pemilik Absolut, yang tujuan utama-Nya adalah
terwujudnya kemaslahatan (maslahah) dan tercegahnya kerusakan (mafsadah).'®
Berdasarkan status kepemilikan tersebut, fikih Islam membedakan antara tiga
kategori utama kepemilikan, yaitu kepemilikan privat, kepemilikan umum/publik,
dan kepemilikan negara. Hukum Islam secara tegas mengakui dan melindungi hak
milik provat yang diperoleh melalui cara-cara yang sah, seperti bekerja, jual-beli,
warisan, atau hibah. Pelindungan ini sangat kuat, hingga merampas hak milik orang
lain tanpa hak dianggap sebagai dosa besar.’® Namun, hak milik privat ini tidak
bersifat absolut karena dibatasi oleh hak-hak orang lain dan kepentingan
masyarakat luas. Pembatasan ini termanifestasi dalam berbagai kewajiban, seperti

kewajiban membayar zakat, larangan penimbun harta, serta larangan menggunakan

167 Asep Riyadi, “Konsep Kepemilikan Tanah Dalam Hukum Agraria dan Hukum Ekonomi
Syariah,” RIESYHA 1, no. 2 (2023): hlm. 79.

168 Ibid.

189 |rfyandi Iskandar et al., “HAK ATAS TANAH DAN PERLINDUNGANNYA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM AGRARIA DAN HUKUM ISLAM,” An Nawawi 4, no. 2 (2024): hlm. 299,
https://doi.org/10.55252/annawawi.v4i2.68.

170 Lathifa Ayunanda et al., “Konsep Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Perspektif Hukum
Adat dan Hukum Islam di Indonesia,” Journal Customary Law 1, no. 2 (2024): 4,
https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2457.
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properti pribadi dengan cara yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya bagi

tetangga atau lingkungan sekitar.'’!

17! Ismail Koto et al., “Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum

Islam,” Jurnal Yuridis 10, no. 2 (2023): hlm. 68, https://doi.org/10.35586/jyur.v10i2.7142.
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BAB III
PEMBAHASAN

A. Peningkatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Lahan
Kangkung Lombok
1. Peran Pemerintah Daerah yang Telah Dilaksanakan

Kangkung lombok memiliki status unik yang melampaui komoditas
holtikultura biasa yang digambarkan sebagai komoditas yang melegenda dan
mendunia, menjadikannya sebuah ikon kuliner yang identik dengan Pulau
Lombok.1? Keistimewaan kangkung lombok terletak pada fisiknya yang khas
sehingga membedakan antara kangkung lombok dengan kangkung yang lain.
kangkung lombok memiliki batang yang gemuk, berwarna hijau segar, tidak
elastis dan cepat patah, dengan panjang rata-rata sekitrar 30 — 40 cm. Dengan
ciri fisik tersebut, tekstur dan warna kangkung lombok masih tetap sama
walaupun sudah dimasak.!”

Dari perspektif ekonomi, kangkung lombok memiliki potensi yang besar
sebagai aktivitas bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan petani dan
memenuhi pasokan pasar lokal.}’* Dalam studi kelayakan usahatani kangkung
menunjukkan bahwa komoditas tersebut sangat menguntungkan, dengan rasio

penerimaan atau biaya yang tinggi, yaitu 3,68, yang berarti setiap rupiah yang

172 Syarifa Naya Fitria, Loc.Cit. hlm. 51.

173 diperpa, “Budidaya Sayur Kangkung Lombok,” Dinas Pertanian dan Pangan (Badung),
February 2019, https://diperpa.badungkab.go.id/Artikel/18325-budidaya-sayur-kangkung-lombok.
Diakses pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

174 Syarifa Naya Fitria, Loc.Cit. hlm. 58.
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diinvestasikan menghasilkan keuntungan lebih dari tiga kali lipat.}’> Potensi
pendapatan yang dihasilkan seharusnya dapat menjadi pijakan kuat dalam
membangun argumen yang mendukung upaya pelestarian pengembangan.
Akan tetapi, meskipun kangkung lombok telah diperkenalkan hingga ke tingkat
internasional, komoditas ini belum memperoleh penetapan sebagai prioritas
pengembangan oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut berimplikasi pada
semakin berkurangnya jumlah petani yang secara khusus mengalokasikan
lahannya untuk budidaya kangkung lombok.!”®

Permasalahan tersebut semakin kompleks jika dikaitkan dengan faktor
ketersediaan lahan. Keberlangsungan budidaya kangkung lombok sangat
ditentukan oleh luas area pertanian yang saat ini tersebar di tiga kabupaten,
yaitu Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Akan tetapi,
eksistensi lahan pertanian tersebut menghadapi ancaman serius karena terus
mengalami penyusutan. Kondisi ini mengakibatkan perlindungan indikasi
geografis untuk kangkung lombok terancam dicabut. Situasi ini diperburuk
dengan menurunnya jumlah petani aktif, yang kini hanya sekitar 20%.%"
Menurut Puan Rusmayadi, Kepada Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil
Kemenkum NTB, salah satu faktor penyebab berkurangnya lahan budidaya

adalah kurangnya peran aktif anggota Masyarakat Perlindungan Indikasi

175 Yan Yozef Agus Suratman and Achmad Syaripiadi Santosa, “Efisiensi Ekonomi Usahatani
Kangkung (Ipomea reptans Poir) di Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota
Banjarbaru,” Jurnal Chlorophyl 14, no. 02 (2021): hlm. 48.

176 ekbisntb.com, “Meski Mendunia, Pengembangan Kangkung Lombok Belum Perioritas,”
EkbisNTB.com (Lombok), 2024, https://ekbisntb.com/11/08/2024/meski-mendunia-
pengembangan-kangkung-lombok-belum-perioritas/. Diakses pada Minggu, 31 Agustus 2025.

177 Wawancara dengan Puan Rusmayadi. Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil
Kemenkum NTB. Melalui Zoom. 26 Agustus 2025. Jam 08.30 WITA.
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Geografis (MPIG) kangkung lombok dalam mengembangkan komoditas
tersebut. Di sisi lain, banyak petani yang tidak menjadi anggota MPIG yang
masih berperan aktif dalam mempertahankan budidaya kangkung lombok.7®

Upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi lahan kangkung lombok
telah menunjukkan beberapa inisiatif. Terutama dalam aspek fasilitas dan
promosi. Pertama, dalam bidang dukungan pertanian, diketahui Pemerintah
Daerah pernah menjalankan program-program seperti bantuan penyuluh
pertanian dan pembukaan lahan. Program tersebut merupakan pondasi penting
untuk menjaga proktivitas dan keberlanjutan usaha tani kangkung lombok.
Pernyuluh pertanian berperan dalam transfer teknologi dan praktik budaya
yang baik, sementara program pembukaan lahan dapat menjadi solusi untuk
pengembangan area tanam. Namun efektivitas kedua program tersebut sangat
rendah. Pelaksanaanya hanya dilakukan dalam skala kecil. Kendala utama yang
dihadapi adalah keterbatasan anggaran, dan sayangnya program-program
tersebut tergerus oleh prioritas pembangunan daerah yang justru mendorong
konversi lahan.17®

Kedua, dalam fungsi pengawasan, Kanwil Kemenkum NTB telah
mengambil langkah untuk melakukan pemantauan terhadap kawasan lahan
yang dimiliki oleh petani MPIG. Hasil dari pengawasan tersebut

menginformasikan adanya alih fungsi lahan yang signifikan. Hasil dari

178 Wawancara dengan Puan Rusmayadi. Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil
Kemenkum NTB. Melalui Zoom. 26 Agustus 2025. Jam 08.30 WITA.

17 Wawancara dengan Azhar. Staf Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB.
Melalui Zoom. 26 Agustus 2025. Jam 08.30 WITA.
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pengawasan tersebut kemudian disampaikan kepada berbagai instansi terkait,
termasuk Gubernur, Dinas Pertanian, dan Dinas Lingkungan Hidup, sebagai
bentuk koordinasi dan pemintaan tindak lanjut.8°

Ketiga, program perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara
berkelanjutan. Kementerian Pertanian menegaskan bahwa alih fungsi lahan
merupakan ancaman serius bagi terwujudnya ketahanan, kemandirian, dan
kedaulatan pangan, serta berdampak pada menurunnya produksi pangan,
kerusakan lingkungan fisik, dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu,
pengendalian alih fungsi lahan melalui kebijakan perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan menjadi langkah penting untuk mewujudkan ketahanan,
kemandirian, dan kedaulatan pangan, sekaligus meningkatkan kemakmuran
dan kesejahteraan petani. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten
Lombok Tengah juga menyatakan dukungannya terhadap penyusunan
peraturan daerah mengenai pemanfaatan lahan produktif.'®!' Salah satu program
yang telah dijalankan yaitu penetapan 223 ribu hektare Lahan Sawah
Dilindungi (LSD) oleh pemerintah daerah. Meskipun fokus utamanya pada
lahan sawah, kebijakan ini secara tidak langsung turut melindungi lahan

kangkung Lombok, karena kawasan penanaman kangkung tersebut umumnya

180 Wawancara dengan Azhar. Staf Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB.

Melalui Zoom. 26 Agustus 2025. Jam 08.30 WITA.

181 Akhyar Rosidi, “Kementan Dorong Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Lombok,”
Antaranews.Com (Mataram), May 23, 2022,

https://mataram.antaranews.com/berita/194677/kementan-dorong-pencegahan-alih-fungsi-
lahan-pertanian-di-lombok.
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berdekatan dengan ekosistem sawah yang termasuk dalam area
perlindungan.'%?

Meskipun memiliki inisiatif-inisiatif tersebut, evaluasi terhadap efektivitas
dan efisiensinya menunjukkan adanya kelemahan fundamental dalam tata
kelola perlindungan indikasi geografis kangkung lombok. Implementasi yang
berkalan tidak mencerminkan sebuah komitmen kebijakan yang kuat dan
terintegrasi. Program dukungan terhadap pertanian yang seharusnya menjadi
tiang utama justru menjadi yang paling lemah karena terkendala dari sisi
anggaran dan kalah prioritas dengan pembangunan daerah. Kepala Dinas
Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, M. Taufieq Hidayat, mengemukakan
bahwa masih banyak lahan kangkung lombok yang menjadi tanaman selingan
padi atau tanaman pangan lainnya.'®® Kondisi ini menunjukkan adanya
kesenjangan yang signifikan antara kebijakan perlindungan produk unggulan
daerah dengan realitas distribusi sumber daya di tingkat pelaksanaan. Selain
itu, fungsi pengawasan yang telah dijalankan menjadi tumpul dan tidak
bermakna karena belum ada tindakan dari hasil pengawasan tersebut. Fakta
tersebut menunjukkan secara langsung bahwa koordinasi antar instansi tidak

berjalan optimal.

182 syharli and Nur Cahaya, “233 Ribu Hektare Lahan di NTB ”Haram” Jadi Lokasi

Pembangunan,” Lombok Post, January 2025,
https://lombokpost.jawapos.com/ntb/1505541352/233-ribu-hektare-lahan-di-ntb-haram-jadi-
lokasi-pembangunan. Diakses pada 3 November 2025.

183 SUARANTB.com, “Masih Dijadikan Tanaman Selingan,” SUARANTB.com (Mataram), August

12, 2024, https://suarantb.com/2024/08/12/masih-dijadikan-tanaman-selingan/. Diakses pada 3
November 2025.
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Jika dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance, efektivitas
dan efisiensi tidak terpenuhi karena program yang ada gagal mencapai tujuan
utamanya, yaitu melindungi lahan akibat alokasi sumber daya yang tidak
optimal. Prinsip akuntabilitas dan responsivitas juga terabaikan, dimana
pemerintah daerah terbukti tidak responsif terhadap pengawasan mengenai alih
fungsi lahan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaan atas kegagalan
melindungi aset daerah yang telah memiliki kekuatan hukum, dan yang terakhir
prinsip Supremasi Hukum (Rule of Law) menjadi lemah. Perlindungan hukum
yang secara formal diberikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi tidak berdaya di tingkat
implementasi karena tidak didukung oleh kebijakan daerah yang koheren dan
penegakan yang tegas.

2. Peningkatan Peran Pemerintah Daerah

Temuan mengenai kelemahan sekaligus ketidakselarasan kebijakan seperti
yang telah diuraikan menunjukkan perlunya perubahan paradigma yang
mendasar dalam peran pemerintah daerah. Peran yang sebelumnya cenderung
pasif, parsial, dan hanya formalitas perlu diarahkan menjadi lebih proaktif,
terintegrasi, dan menyeluruh. Perubahan peran ini tidak lagi bisa dilakukan
hanya dengan program-program yang terpisah, namun juga harus berfokus
pada tiga hal utama, yaitu memperkuat aturan, menghidupkan kembali
kelembagaan petani, dan meningkatkan pengawasan melalui kerja sama antar

lembaga.
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Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah mengisi
kekosongan hukum di tingkat daerah. Saat ini belum ada peraturan daerah yang
mengatur secara khusus mengenai perlindungan lahan indikasi geografis secara
khusus.'® Tanpa adanya payung hukum yang kuat di tingkat daerah,
perlindungan lahan kangkung lombok akan selamanya rentan terhadap tekanan
pembangunan dan perubahan prioritas politik. Sehingga perlu adanya
peningkatan dari peran pemerintah daerah dalam melindungi lahan kangkung
lombok. DPRD Lombok Tengah turut mengusulkan pembentukan peraturan
daerah yang bertujuan mencegah berkurangnya lahan pertanian produktif
akibat pesatnya perkembangan sektor pariwisata. '’

Pertama, perlu adanya pembentukan peraturan daerah khusus tentang
perlindungan dan pengembangan produk indikasi geografis. Perda ini harus
dirancang sebagai lex specialis di tingkat daerah yang tidak hanya mengatur
aspek produk dan pemasarannya, tetapi secara eksplisit dan tegas melindungi
basis produksinya, yaitu lahan. Perda ini harus menjadi landasan yuridis bagi
semua tindakan perlindungan selanjutnya.

Kedua, untuk memastikan perda tersebut memiliki kekuatan eksekusi,
maka harus memiliki integrasi wajib zona lahan kangkung lombok ke dalam
perda RTRW, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten. Lahan-lahan strategis

kangkung lombok harus ditetapkan secara resmi menjadi kawasan pertanian

18 Wawancara dengan Puan Rusmayadi. Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil
Kemenkum NTB. Melalui Zoom. 26 Agustus 2025. Jam 08.30 WITA.

185 | estari Dewi, “Alih Fungsi Lahan Kian Marak, DPRD Lombok Tengah Dorong Dinas Pertanian
Susun LP2B,” Lombok Post, May 16, 2025,
https://lombokpost.jawapos.com/praya/1506020333/alih-fungsi-lahan-kian-marak-dprd-lombok-
tengah-dorong-dinas-pertanian-susun-lp2b. Diakses pada 3 November 2025.
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pangan berkelanjutan atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Penetapan ini akan memberikan dasar hukum yang kokoh bagi pemerintah
daerah untuk menolamk permohonan izin alih fungsi kawasan tersebut,
sekaligus mengatasi tumpang tindih dan konflik kebijakan yang saat ini terjadi
antara agenda ketahanan pangan dan agenda pembangunan infrastruktur.!8

Ketiga, Perda tersebut harus mengadopsi mekanisme zonasi dan
pengendalian yang jelas. Menginspirasi dari model pengendalian konversi
lahan yang lebih maju, serta semangat perlindungan terroir dalam sistem
Appellation d'Origine Contréolée (AOC) di Prancis yang menganggap
perlindungan lahan sebagai inti dari perlindungan IG itu sendiri. Dengan
adanya kerangka regulasi yang kuat, perlindungan lahan kangkung lomnok
tidak lagi bergantung pada kebijakan yang bersifat niat baik dari kepala daerah
semata, namun didasarkan pada kepastian hukum yang mengikat.

Menurut Puan Rusmayadi, terdapat beberapa aspek yang perlu
ditingkatkan dalam peran pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan
lahan kangkung Lombok, diantaranya:8’

a. Pengawasan.
Tugas pengawasan tidak dapat dijalankan oleh satu lembaga saja,

melainkan memerlukan kolaborasi dengan instansi lain yang

18 Endang Dyah Ayu Pitaloka, “Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang,” Jurnal IUS Kajian Hukum dan
Keadilan 8, no. 1 (2020). hlm. 57, https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.718.

187 Wawancara dengan Puan Rusmayadi. Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil
Kemenkum NTB. Melalui Zoom. 26 Agustus 2025. Jam 08.30 WITA.

99



berwenang dalam aspek pengelolaan lahan, proses produksi, hingga
distribusi hasil panen.

b. Regulasi.

Perlu adanya aturan khusus di tingkat daerah yang secara eksplisit
mengatur perlindungan produk indikasi geografis, sebab saat ini
regulasi yang tersedia hanya berada pada level nasional, salah satunya
melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografi.

c. Pemberdayaan petani.

Upaya pemberdayaan petani sangat dibutuhkan mengingat jumlah
petani kangkung Lombok yang terdaftar sebagai bagian dari MPIG
terus menurun dari waktu ke waktu.

Regulasi yang dibuat tidak akan efektif tanpa adanya aktor yang kuat di
kalangan masyarakat. Faktanya bahwa pertani yang menjadi anggota MPIG
kangkung lombok menjadi pokok permasalahan karena tidak proaktif
menunjukkan adanya krisis kelembagaan internal yang serius. Oleh karena itu,
restrukturisasi MPIG adalah sebuah keharusan. Upaya ini sejalan dengan
rencana Kanwil Kemenkum NTB untuk merevisi kepengurusan MPIG melalui
SK Gubernur yang terbaru.’® Namun, restrukturisasi MPIG saja tidak cukup
jika para anggotanya terus dihadapkan pada tekanan ekonomi yang mendorong

mereka untuk menjual lahan. Untuk mengatasi akar masalah ini, pemda perlu

188 Wawancara dengan Puan Rusmayadi. Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil
Kemenkum NTB. Melalui Zoom. 26 Agustus 2025. Jam 08.30 WITA.
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menetapkan instrumen kebijakan yang inovatis serta memberikan insentif

ekonomi yang nyata bagi petani yang mempertahankan lahannya. Kebijakan

ini herus melampaui program bantuan yang tidak berkelanjutan dan sering
gagal. Beberapa instrumen yang dapat ditetapkan antara lain:

1. Memberikan pengurangan atau bahkan pembebasan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) bagi pemilik lahan yang berada di zona inti
perlindungan dan berkomitmen untuk tidak mengalihfungsikan
lahannya. Hal tersebut merupakan kompensasi langsung atas
hilangnya peluang ekonomi dari penjualan lahan.

2. Mengambangkan skema dimana petani secara efektif dibayar karena
telah menyediakan jasa lingkungan dengan mempertahankan lahan
kangkung mereka, seperti menjaga tata air, melestarikan
keanekaragaman hayati, dan mempertahankan lanskap budaya.
Sumber pendanaan untuk skema ini dapat berasal dari APBD atau
dialokasikan dari sebagian retribusi yang diperoleh dari sektor
pariwisata, menciptakan mekanisme subsidi yang adil.**°

3. Memfasiltasi akses terhadap skema kredit usaha rakyat dengan bunga
rendah atau membentuk program pinjaman daerah khusus bagi

anggota MPIG. Bantuan modal termasuk sangat krusial untuk biaya

18 Twan Isa, Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Makalah pada Seminar
Multifungsi (Multifunctionality of Agriculture), 20006), hlm. 10,
https://berkas.dpr.go.id/perpustakaan/sipinter/files/sipinter-1465-757-20200730074726.pdf.

1% Satya Laksana, “Reformasi Kebijakan Fiskal Provinsi Jawa Barat Untuk Pemerataan
Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan,” Creative Research Journal 10, no. 02 (2024): hlm. 120,
https://doi.org/10.34147/crj.v10i02.375.
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produksi, seperti pupuk, dan invetstasi dalam peningkatan teknik
budaya.'®!

Pemerintah daerah harus bergerak dari posisi pelindung pasif yang hanya
bereaksi setelah masalah terjadi, menjadi pelindung aktif yang strategis dan
berorientasi pada penciptaan nilai tambah. Kangkung lombok berindikasi
geografis bukan hanya sekedar warisan budaya yang harus dijaga, namun juga
sebuah aset ekonomi-ekologis komunal yang harus dikelola secara produktif
dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

B. Tantangan dan Peluang Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hukum
Lahan Kangkung Lombok Berindikasi Geografis
1. Tantangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Lahan

Kangkung Lombok

Sejak ditetapkannya kangkung lombok sebagai produk indikasi geografis,
terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani yang
bergantung pada komoditas tersebut. Status indikasi geografis memungkinkan
petani mendistribusikan kangkung lombok tidak hanya terbatas pada pasar
tradisional, melainkan juga memasuki supermarket dengan nilai jual yang lebih
kompetitif. Para petani yang tergabung dalam Masyarakat Perlindungan
Indikasi Geografis (MPIG) memperoleh kesempatan untuk memperkenalkan

kangkung lombok ke tingkat dalam negeri hingga mancanegara. Peningkatan

191 “perkuat Kelembagaan Pertanian Melalui Revitalisasi Kelompok Tani,” SumbawaKab, 2007,

https://www.sumbawakab.go.id/read/1529/perkuat-kelembagaan-pertanian-melalui-revitalisasi-
kelompok-tani.html. Diakses pada Rabu, 3 September 2025.
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eskposur ini berimplikasi pada penguatan citra serta nilai tambah produk, yang
pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.'*?
Kangkung lombok kemudian tidak hanya dipandang sebagai komoditas
petanian, melainkan juga menjadi bagian dari identitas kuliner lokal yang
memiliki daya tarik wisata. Banyak wisatawan yang datang secara khusus
untuk menikmati hidangan berbahan dasar kangkung lombok, baik dalam
bentuk segar maupun olahan, seperti keripik kangkung dan plecing kangkung.
Produk-produk tersebut bahkan juga dijadikan buah tangan khas daerah, yang
memperluas nilai ekonomi kangkung lombok di luar konteks pertanian semata.
Dengan demikian, status indikasi geografis mendorong terjadinya perluasan
manfaat ekonomi, yaitu tidak hanya bagi para petani sebagai produsen utama,
tetapi juga para pelaku usaha kecil, sektor wisata, hingga perdagangan lokal.!*?
Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat branding
kangkung lombok agar semakin dikenal luas. Salah satu bentuk dukungan
konkret adalah mengikutsertakan kangkung lombok dalam berbagai forum
penting, seperti Puncak Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia di
Jakarta pada 17 Mei 2023,'"* serta memperkenalkan kangkung lombok dalam

forum internasional seperti Sidang Majelis Umum ke-65 WIPO di Jenewa,

Swiss, pada 9-17 Juli 2024.'%
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Meskipun demikian, pengembangan kangkung lombok sebagai produk
indikasi geografis masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu
tantangan yang dihadapi terletak pada keterbatasan kapasitas produk yang
menyebabkan kangkung lombok hingga saat ini belum dapat dipasarkan secara
luas melalui jalur ekspor. Produksi yang relatif terbatas membuat pemenuhan
kebutuhan pasar domestik menjadi prioritas utama.'”® Oleh karena itu,
diperlukan upaya penguatas kapasitas produksi, peningkatan kualitas, serta
pengembangan strategi pemasaran berkelanjutan agar kangkung lombok dapat
bersaing dipasar global tanpa mengabaikan kebutuhan konsumen dalam negeri.

Disamping keterbatasan produksi, terdapat tantangan yang dihadapi dalam
melindungi lahan kangkung lombok. Tantangan tersebut bersifat kompleks,
yang mana mencakup aspek ekonomi, sosial, yuridis, hingga kelembagaan.
Tantangan paling fundamental dan sulit diatasi adalah tekanan ekonomi yang
masif. Alasan utama terjadinya konversi lahan adalah kalkulasi ekonomi
rasional dari para pemilik lahan. Para petani dihadapkan pada tawaran harga
yang sangat tinggi dari para investor untuk pembangunan perumahan
bersubsidi, pertokoan, restoran, ataupun penginapan.'”’” Fenomena ini
merupakan wujud dari tren yang lebih luas di mana urbanisasi dan
pengembangan pariwisata yang pesat mendorong alih fungsi lahan pertanian

produktif. Dinamika tersebut juga telihat di Bali, dimana sektor pariwisata

1% Wawancara dengan Puan Rusmayadi. Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil
Kemenkum NTB. Melalui Zoom. 26 Agustus 2025. Jam 08.30 WITA.
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secara agresif menggeser sektor pertanian.'’® Bagi para petani dengan skala
usaha kecil dan pendapatan yang tidak menentu, tawaran finansial yang
signifikan untuk lahannya menjadi pilihan yang sangat sulit untuk ditolak,
terutama ketika keuntungan dari bertani dirasa tidak sepadan.'®’

Tekanan ekonomi juga diperparah oleh tantangan sosial yang signifikan,
yaitu penurunan profesi petani. Hasil pengawasan dari Kemenkum NTB
mengungkapkan bahwa banyak petani yang menjual lahannya karena tidak
ingin bertani lagi.?"’ Hal ini mengindikasikan adanya masalah struktural dalam
profesi pertanian, seperti rendahnya profitabilitas, tingginya risiko, dan
pengakuan sosial. Kondisi ini diperburuk dengan semakin sedikitnya
regenerasi, dimana generasi muda menunjukkan kurangnya minat bekerja di
sektor pertanian.?’! Kecenderungan antara petani lanjut usia dan generasi muda
yang kurang berminat meneruskan usaha tani menghasilkan ketersediaan lahan
untuk dijual, yang kemudia menarik minat investor untuk mengembangkan
sektor properti dan pariwisata.

Prinsip perbedaan (the difference principle) dari Rawls menyatakan

ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat dibenarkan hanya jika memberikan

198 Luh Puji Arti et al., “Perubahan Sosial Akibat Alih Fungsi Lahan Subak Uma Panji di Desa
Baktiseraga, Buleleng, Bali dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi di SMA,” Jurnal
Pendidikan Sosiologi 6, no. 2 (2024): hlm. 155.

199 Ratih Nirmala Putri, “Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pariwisata di Bali,” Dinas
Lingkungan Hidup (Buleleng), 2024, https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/29 alih-
fungsi-lahan-pertanian-untuk-pariwisata-di-bali. Diakses pada Kamis, 4 September 2025.

200 ‘Wawancara dengan Puan Rusmayadi. Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil
Kemenkum NTB. Melalui Zoom. 26 Agustus 2025. Jam 08.30 WITA.
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Hortikultura Menjadi Kawasan Wisata Bukit Rurukan di Kecamatan Tomohon Timur, Kota
Tomohon,” AGRI-SOSIOEKONOMI 12, no. 3 (2016): hlm. 117,
https://doi.org/10.35791/agrsosek.12.3.2016.14058.
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manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Dalam
hal ini, beban untuk melestarikan aset daerah, yaitu kangkung lombok, secara
tidak proporsional ditimpakan kepada kelompok petani, yang dipaksa untuk
menolak keuntungan ekonomi signifikan demi kepentingan kolektif, tanpa
adanya mekanisme kompensasi yang memadai. Hal ini merupakan wujud dari
pengorbanan ketidakadilan bagi petani.

Selain tantangan ekonomi dan sosial, tantangan yang dihadapi semakin
diperparah oleh kelemahan di ranah yuridis dan kebijakan. Dengan tidak
adanya payung hukum (perda) yang melindungi lahan indikasi geografis
kangkung secara eksplisit, menciptakan adanya kekosongan hukum. akibatnya,
perlindungan hanya bergantung pada UU Merek dan Indikasi Geografis di
tingkat nasional, yang meskipun memberikan status hukum, namun tidak
memiliki instrumen penegakan yan tajam di tingkat daerah untuk melawan
keputusan tata ruang daerah. Hasil dari wawancara yang telah dilaksanakan
menunjukkan bahwa arah dari kebijakan Gubernur saat ini lebih mengarah ke
pembangunan daerah, yang berfokus pada pendapatan daerah seperti investasi
dan retribusi pajak daerah. Arah kebijakan ini secara langsung menciptakan
konflik dengan konversi lahan pertanian. Lahan kangkung lombok menjadi
korban dari model pembangunan yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi
agregat di atas keberlanjutan aset ekologis dan budaya, hal ini mencerminkan
bahwa di berbagai daerah di Indonesia, yang mana politik penguasaan daerah

sering menunjukkan kepedulian yang rendah terhadap implementasi LP2B.?%

202 Endang Dyah Ayu Pitaloka, Loc. Cit. him. 56.
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Tantangan internal menjadi salah satu tantangan yang krusial, yaitu krisis
tata kelola di dalam MPIG kangkung lombok. MPIG yang seharusnya menjadi
lembaga perwakilan masyarakat yang menjadi garda terdepan dalam
pengelolaan, pengawasan internal, dan advokasi, justru menjadi permasalahan
utama karena anggota yang ada sudah tidak pro aktif dalam membudidayakan
kangkung lombok. Kondisi saat ini menyisakan hanya sekitar 20% petani yang
tergabung dalam MPIG yang masih aktif dalam membudidayakan kangkung
lombok.?*® Tanpa adanya MPIG yang fungsional, hak komunal atas indikasi
geografis menjadi terabaikan. Tidak adanya pihak yang menjaga standar
kualitas, melakukan pengawasan internal, atau menyuarakan kepentingan
kolektif para petani dalam berbagai forum kebijakan, hal ini membuat petani
semakin rentan terhadap ancaman eksternal.

Kombinasi dari berbagai tantangan yang ada menciptakan sebuah situasi
yang dapat dianalogikan dengan efek “Dutch Desease” di tingkat lokal.
Fenomena ini, yang juga terjadi dalam kasus Teh Darjeeling di India, terjadi
ketika sebuah sektor ekonomi yang sedang booming menarik sumber daya
penting seperti lahan dan tenaga kerja dari sektor ekonomi pertanian.?%*
Kebijakan pemerintah daerah yang cenderung memfokuskan dukungan pada
sektor-sektor yang tengah berkembang pesat demi mengejar pendapatan
daerah, secara tidak langsung mempercepat berkurangnya aset komunal.

Dengan demikian, tantangan terhadap keberlangsungan kangkung lombok

203 ‘Wawancara dengan Puan Rusmayadi. Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil
Kemenkum NTB. Melalui Zoom. 26 Agustus 2025. Jam 08.30 WITA.
204 Yashoroop Dey, Loc.Cit. him. 6.
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tidak hanya berupa alih fungsi laham melainkan juga mengarah pada
penyusutan sektor pertanian yang bersifat sistemik, didorong oleh
ketidakseimbangan ekonomi pasar dan diperkuat oleh arah kebijakan
pemerintah daerah itu sendiri.
2. Peluang Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Lahan Kangkung

Lombok

Meskipun dihadapkan pada serangkaian tantangan, status indikasi
geografis yang melekat pada kangkung lombok juga memberikan peluang
strategis yang luar biasa. Peluang paling nyata adalah peningkatan nilai
ekonomi produk. Dengan branding yang tepat, kangkung lombok tidak hanya
dijual di pasar tradisional, namun juga memasuki pasar premium seperti
supermarket. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitastor yang
menjembatani kemitraan strategis antara MPIG dengan para pelaku usaha di
sektor hotel, maupun restoran. Peluang ini tidak hanya pada penjualan
kangkung segar.?> Dengan adanya status indikasi geografis menjadi platform
untuk memperluas manfaat ekonomi dan pengembangan industri pengolahan
skala kecil dan menengah. Produk turunan kangkung lombok seperti keripik
kangkung, stik kangkung, bumbu plecing instan, atau bahkan produk olahan
inovatif lainnya dapat dikembangkan. Inovasi produk tersebut tidak hanya

menciptakan lapangan kerja baru di luar sektor budidaya, namun juga

205 ‘Wawancara dengan Puan Rusmayadi. Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil
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memberikan pendapatan alternatid bagi masyarakat, sekaligus meningkatan
penggunaan komoditas yang dihasilkan petani.?%

Peluang lainnya adalah menggabungkan sektor pertanian dan pariwisata
menjadi sebuah hubungan simbiosis mutualisme. Hal ini dicapai melalui
pengembangan agrowisata yang terkoordinasi. Beberapa wilayah di ombok
sudah memulai usaha tersebut, namun masih perlu dikembangkan secara
sistematis. Model agrowisata yang ideal tidak hanya menjadikan kebun
kangkung sebagai objek tontonan, namun wisatawan juga diajak untuk
merasakan pengalaman langsung, mulai dari belajar menanam dan memanen
kangkung bersama petani. Pengembangan model pariwisata ini menciptakan
sebuah ketergantungan yang positif. Sektor pariwisata yang sebelumnya
menjadi salah satu ancaman karena mendorong konversi lahan, diubah menjadi
lahan pertanian yang memiliki daya tarik wisata. Hal ini akan mendorong para
pelaku usaha pariwisata untuk turut serta secara aktif dalam upaya mencegah
konversi lahan kangkung kombok. Dengan demikian, salah satu ancaman
konversi lahan dapat ditansformasikan menjadi salah satu kekuatan
pendukung.?’’

Dengan memperkuat peluang yang ada, menciptakan sumber pendapatan
baru dari agrowisata dan memberikan insentif ekonomi yang nyata bagi petani,
diharapkan tekanan untuk menjual lahan akan berkurang secara signifikan.

Ketika budidaya kangkung lombok menjadi lebih menguntungkan dan

206 ‘Wawancara dengan Puan Rusmayadi. Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil
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berkelanjutan, petani akan memiliki alasan ekonomi yang kuat untuk
mempertahankan lahannya, dan generasi muda akan lebih tertarik untuk
terlibat dalam sektor ini. Dalam konteks tersebut, perlindungan indikasi
geografis kangkung lombok bukan lagi sekedar isu perlindungan aset
intelektual, melainkan menjadi instrumen konkret untuk mencapai keadilan
sosial. Hal ini memastikan bahwa masyarakat lokal sebagai penjaga komoditas
tersebut, menjadi penerima manfaat utama dari nilai ekonomi yang dihasilkan
oleh aset komunal tersebut. kondisi ini mencerminkan bentuk keadilan yang
tidak hanya pengakuan hukum melalui sertifikasi indikasi geografis, tetapi juga

bersifat adanya peningkatan kesejahteraan yang nyata dan merata.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat

disimpulkan bahwa:

1.

Peran Pemerintah Daerah dalam melindungi lahan kangkung lombok
sejauh ini dapat dilihat melalui dua aspek utama, yaitu dukungan di sektor
pertanian dan pengawasan. Pada sektor pertanian, upaya telah dilakukan
melalui penyuluhan dan pembukaan lahan baru, tetapi efektivitasnya
masih terbatas karena hambatan anggaran. Sementara itu, pada aspek
pengawasan, Kanwil Kemenkum NTB telah melakukan pemantauan
terhadap lahan kangkung lombok dan melaporkannya kepada instansi
terkait. Namun, laporan tersebut belum ditindaklanjuti secara nyata,
sehingga tidak menghasilkan kebijakan atau intervensi yang signifikan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah masih bersifat
pasif dan belum mampu memberikan perlindungan yang optimal.

Perlindungan lahan kangkung lombok menghadapi tantangan yang
kompleks, meliputi aspek ekonomi, sosial, yuridis, dan kelembagaan. Dari
sisi ekonomi, konversi lahan sulit dihindari karena tingginya tawaran harga
dari investor, sementara secara sosial profesi petani semakin ditinggalkan
akibat rendahnya keuntungan dan minimnya minat generasi muda. Dari
aspek hukum, ketiadaan regulasi daerah membuat perlindungan lahan

lemah, sedangkan secara kelembagaan, melemahnya peran MPIG
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mengurangi fungsi pengawasan dan advokasi petani. Meski demikian,
status indikasi geografis juga membuka peluang untuk meningkatkan nilai
ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan. Peluang tersebut dapat
diwujudkan melalui peningkatan nilai tambah produk. Misalnya dengan
menghubungkan petani ke sektor bisnis serta mengembangkan produk
olahan dan melalui pengembangan agrowisatta yang menjadikan lahan

sebagai daya tarik wisata sekaligus sarana konservasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat

menyampaikan saran sebagai berikut:

1.

Perlindungan lahan kangkung lombok memerlukan adanya perubahan
mendasar dalam peran Pemerintah Daerah. Dari yang sebelumnya bersifat
pasif dan parsial, maka selanjutnya diubah menjadi lebih proaktif, terpadu,
dan komprehensif. Upaya ini dapat ditempuh melalui tiga strategi utama,
yaitu memperkuat regulasi dengan peraturan daerah khusus,
menghidupkan kembali kelembagaan petani dengan insentif nyata, serta
meningkatkan pengawasan melalui kolaborasi antar lembaga. Dengan
langkah tersebut, perlindungan kangkung lombok akan bertumpu pada
kepastian hukum dan insentif keberlanjutan.

Dengan dukungan dari Pemerintah Daerah dan pendampingan akademisi,
perlu dilakukan revitalisasi kelembagaan dan inovasi model bisnis. Perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut untuk merancang model agrowisata

berkelamjutan yang terintegritasi dengan budidaya kangkung lombok.
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Model ini harus mampu memberikan nilai tambah ekonomi secara
langsung kepada petani, sehingga profesi sebagai petani kangkung
menjadi lebih potensial dan kompetitif dibandingkan dengan opsi menjual
lahan. Dengan demikian, perlindungan lahan tidak hanya didasarkan pada
paksaan regulasi, tetapi juga pada rasionalitas ekonomi dari para pemilik

lahan itu sendiri.
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